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Radiana Eka, Nomor Pokok E12112007, Program Studi Ilmu Pemerintahan, 
Jurusam Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan judul: 
“Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
(Add) Di Kecamatan Buntu Batu” dibawa bimbingan Dr.H. Rasyid Thaha, 
M.Si dan Rahmatullah,S.Ip.M.Si 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemerintah desa di 
kecamatan buntu batu dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Untuk 
melihat kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan ADD maka penulis 
merujuk pada pengelolaan yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 
pelaporan dan pertanggungjawaban. Didalam pengelolaan ADD penulis 
meneliti tentang pelaksanaan asas-asas pengelolaan keuangan dalam hal ini 
yaitu ADD. 
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang 
akan memberikan gambaran factual mengenai kemampuan pemerintah desa 
dalam mengelola ADD di Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekng. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa kemampuan pemerintah desa di 
kecamatan Buntu Batu masih rendah baik kemampuan pemerintah dari 
aspek administratif maupun dalam penentuan program kerja dalam 
penggunaan ADD masih minim serta hubungan antara pengelola ADD di 
desa tidak begitu baik dimana ada beberapa aparat pemerintah desa yang 
seharusnya dilibatkan namun tidak dilibatkan. Permasalahan tersebut 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu rendahnya tingkat pendidikan aparatur 
desa, rembina desa yang telah ditetapkan oleh pemrintah kabupaten tidak 












Radiana Eka, subject number E12112007, government science courses, 
political and government science  department, faculty of social and political 
science, HASANUDDIN university, writing her thesis with the title “The Village 
Government's Ability in the Management of the Village Fund Allocation (ADD) 
in the District Buntu Batu” under the guidance of Dr.H. Rasyid Thaha, M.Si 
dan Rahmatullah,S.Ip. M.Si 
This study aims to determine the government's ability village in the district 
Buntu Batu in the management of the Village Fund Allocation (ADD). To see 
the village government capacity in the management of ADD, the authors refer 
to the management starting from planning, implementation, reporting and 
accountability. In the management of ADD author examines the 
implementation of the principles of financial management in this case is ADD. 
This type of research used in this research is descriptive, which will provide 
factual overview of the government's ability to manage ADD village in the 
district of Buntu Batu, Enrekang regency 
The result of this study indicate that the government's ability village in the 
district Buntu Batu still low both the capabilities of the government of the 
administrative aspects as well as in determining the work program in the use 
of ADD is still minimal and the relationship between the management of ADD 
in the village is not so good that there is some government officials villages 
should be involved but not involved. Those problems are influenced by 
several factors: low education level of village officials, village builder set by 
goverment district does not function as it should, supervision by a team of 
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1.1 Latar belakang  
Desa sebagaimana konstitusi sebelumnya menggunakan norma 
yang ada dalam Undang-undang (UU) No 5 tahun 1979 tentang 
Pemerintahan Desa dan UU No 32 tahun 2004 yang telah direvisi 
menjadi UU No 9 tahun 2015 adalah struktur pemerintahan terendah 
dibawah kabupaten. Desa menerima tugas perbantuan dari 
pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Sebagai 
organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan 
kabupaten/kota maka kedudukan desa sebagai local state 
government.  
Desa tak lebih hanya sekedar menjadi kepanjangan tangan dari 
pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. 
Pemerintah Desa lebih banyak hanya bertugas sebagai pelaksana 
pembangunan yang telah didesign oleh pemerintah diatasnya. 
Mengerjakan proyek yang direncanakan meskipun seringkali kurang 
bermanfaat bagi masyarakat desa. Sekarang ini regulasi tentang Desa 
telah diatur khusus, terbitnya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 
menegaskan desa bukan lagi local state government tapi desa sebagai 
pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan 




Paradigma atau cara pandang yang dibangun antara Desa 
Lama dengan Desa Baru juga berbeda. Desa lama mengunakan asas 
atau prinsip desentralisasi-residualitas, artinya desa hanya menerima 
delegasi kewenangan dan urusan desa dari Pemerintah 
Kabupaten/Kota. Desa hanya menerima sisa tanggung jawab termasuk 
anggaran dari urusan yang berkaiatan dengan pengaturan desanya. 
Sementara, desa baru yang diusung oleh UU Desa hadir dengan asas 
atau prinsip umum rekognisi-subsidiaritas. Rekognisi merupakan 
pengakuan dan penghormatan terhadap Desa, sesuai dengan 
semangat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 18 B ayat 2 yang 
memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.  
Makna subsidiaritas menurut Sutoro Eko memiliki tiga makna 
antara lain; Pertama, subsidiaritas adalah lokalisasi penggunaan 
kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan 
masyarakat setempat kepada desa. Kedua, negara bukan 
menyerahkan kewenangan seperti asas desentralisasi, melainkan 
menetapkan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan 
desa melalui undang-undang.  Ketiga, pemerintah tidak melakukan 
campur tangan (intervensi) dari atas terhadap kewenangan lokal desa, 
melainkan melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap desa. 




prakarsa dan tindakan desa dalam mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat.1 
Dalam  UU  No.  6 tahun 2014  tentang  Desa pada  pasal  1 
dijelaskan pengertian desa sebagi berikut:  
“Desa  adalah  desa  dan  desa  adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang  memiliki  batas  wilayah  yang  
berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan 
pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat 
berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul, dan/atau  
hak  tradisional  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  
pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia”.2 
 
Sangat jelas, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam 
pelayanan (public good), pengaturan (public regulation), dan 
pemberdayaan masyarakat (empowerment). Perananan pemerintah 
desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek 
kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian 
pemerintah desa pada sarana prasarana desa juga sangat diperlukan 
demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya. 
Desa  sebagai salah  satu  ujung  tombak  organisasi 
pemerintah  dalam  mencapai  keberhasilan  dari urusan  
pemerintahan  yang  asalnya  dari pemerintah  pusat.  Perihal  ini  
disebabkan  desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program 
dari  pemerintah  lebih  cepat  tersampaikan.  Desa mempunyai  peran  
                                                             
1 Mochammad Zaini Mustakin, kepemimpinan Desa, hal. 10 




untuk  mengurusi  serta mengatur sesuai dengan amanat UU No 6  
Tahun  2014  tentang  Desa  yang  salah  satu pasalnya  dijelaskan  
bahwa  desa  memiliki kewenangan  dalam  bidang  penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan  dan  
pemberdayaan  desa.   
Untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa, aparat 
desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat desa 
sebagai ensitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat 
ini, perananan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang 
segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan 
sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan 
dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan 
peranannya secara efektif dan efesien, Pemerintah Desa perlu terus 
dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat 
desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perubahan sosial 
yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan 
pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan 
kapasitas pemerintahan desanya. Sehingga, desa dan masyarakatnya 
tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat 
memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan. 
Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan 
pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan desa merupakan 




pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para 
penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring  dengan 
bergulirnya  perubahan yang senantiasa terjadi. Meningkatnya kualitas 
kapasitas Pemerintahan Desa melalui pengembangan kapasitas 
Pemerintahan Desa akan memberikan peluang yang besar bagi 
terlaksananya segala bentuk kegiatan pembangunan desa secara 
efektif dan efesien. 
Sebagai  konsekuensi  logis  adanya  kewenangan  dan  
tuntutan  dari pelaksanaan  otonomi  desa  adalah  tersedianya  dana  
yang  cukup.  Sadu Wasistiono menyatakan  bahwa  pembiayaan  atau  
keuangan merupakan  faktor  essensial  dalam  mendukung  
penyelenggaraan  otonomi desa, sebagaimana  juga  pada  
penyelenggaraan  otonomi  daerah. Sejalan dengan pendapat yang 
mengatakan bahwa “autonomy“  indentik dengan “auto money“, maka 
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa 
membutuhkan  dana  atau  biaya  yang  memadai  sebagai  dukungan 
pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.3 
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut, 
dalam UU No 6 tahun 2014 desa diberikan sumber-sumber 
pendapatan yang berasal dari tujuh sumber, yaitu: 
                                                             




a. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, 
swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain 
pendapatan asli desa; 
b. Alokasi APBN (Dana Desa); 
c. Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) 
Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah 
dan retribusi daerah kabupaten/kota; 
d. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang 
diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 
10%; 
e. Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota; 
f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; 
dan 
g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.4 
Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah 
Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima 
Kabupaten kepada Desa-desa yaitu dalam bentuk Aokasi Dana Desa 
(ADD) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya 
pemerataan. ADD adalah alokasi dana ke desa dengan perhitungan 
dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% 
setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).5 Dasar hukum 
pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat 
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dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal 
tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 
72 ayat (6),dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau 
pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi 
Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 
Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang 
peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD disalurkan dengan 
pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan 
tingkat kesulitan geografis.  
Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi dana desa di 
Kabupaten Enrekang, Pemerintah Kabupaten telah memberikan 
petunjuk teknis mengenai proses penyaluran dan jumlah pagu 
anggaran setiap desa melalui Peraturan Bupati Nomor 296 Tahun 
2015 perihal tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa 
kabupaten Enrekang.  Dalam peraturan tersebut pembagian Alokasi 
Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional 
(ADDP) telah diformulasikan dengan jelas yaitu ADDM sebesar 90 %  
dan ADDP sebesar 10 %  dengan bobot jumlah penduduk 25 %, angka 
kemiskinan 35%, luas wilayah 10 % dan indeks kesulitan geografis 
sebesar 30%.6 Pembagian dana tersebut mengacu pada peraturan 
mentri keuangan (PMK) No 93 tahun 2015 tentang tata cara 
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pengalokasian, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa. 
Sementara untuk pengelolaan ADD diatur dalam peraturan Bupati no 
16 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Didalam 
peraturan tersebut membahas lebih spesifik mengenai tata kelola ADD 
di Kabupaten Enrekang untuk anggaran tahun 2015.  
Tujuan pemberian Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa 
antara lain meliputi:  
a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam 
melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.  
b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di 
desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian 
pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi 
yang dimiliki.  
c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja 
dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta 
dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi 
masyarakat.  
d. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong 
masyarakat. 
Didalam pengelolaan ADD di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten 
Enrekang masih terdapat bebrapa permasalahan. Pengelolaan yang 




pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 
keuangan desa dalam hal ini adalah ADD. Permasalahan yang 
ditemukan yaitu pada kemampuan pemerintah desa dalam 
memberdayakan masyarkat pada penggunaan bantuan ADD. Pada 
tahapan perencanaan penggunan ADD lebih cenderung pada program 
yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat 
musyawarah rencana pembangunan tokoh masyarakat yang hadir 
kesannya hanya sebatas untuk mendengar. Pada tahap pembahasan 
rencana penggunaan ADD yang dihadirkan hanya orang-orang 
tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan 
ADD tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga 
masayrakat bahkan tidak tahu bahwa desa mendapatkan bantuan 
dana yang besar dari pemerintah pusat yang demikian berimplikasi 
pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan 
yang dilakukan oleh pengelola ADD.  
Permasalahan yang lain dijumpai pada kemampuan pemerintah 
desa dalam perencanaan penggunaan ADD pada tahap pembuatan 
rencana kerja, pembuatan laporan penggunaan ADD sehingga dapat 
membuat keterlambatan pencairan dana untuk tahap selanjutnya.  
Dengan memperhatikan kondisi lapangan serta dukungan 
informasi yang penulis dapatkan dari masyarakat kecamatan Buntu 




tersebut penulis tertarik mengangkat permasalahan ini ke dalam 
penelitian ilmiah. Adapun judul yang diangkat yaitu:  
 “Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi 
Dana Desa (ADD) di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang” 
1.2 Rumusan masalah  
Berdasarkan penjelasan di atas, maka pokok yang akan 
ditelaah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan 
penelitian adalah : 
1. Bagaimana proses penetapan jumlah besaran Alokasi dana Desa 
di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang? 
2. Bagaimana Pelaksanaan asas-asas pengelolaan keuangan dalam 
penggunaan alokasi dana desa (ADD) di kecamatan Buntu Batu 
kabupaten Enrekang? 
3. Bagaimana kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan 
alokasi dana desa di kecamatan Buntu batu kabupaten Enrekang? 
 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana yang telah 
dikemukakan penulis, maka dalam hal ini yang menjadi tujuan 
dilaksanakannya penelitian adalah untuk memberikan gambaran 
mengenai kemampuan pemerintah dalam pengelolaan ADD di 
kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang dan penerapan asas-





1.4 Maanfaat penelitian 
Bertitik tolak dari latar belakang masalah, masalah pokok, dan 
tujuan penelitian, adapun yang menjadi manfaat dilakukannya 
penelitian ini terdiri atas dua manfaat yaitu manfaat terhadap 
kepentingan akademik dan manfaat terhadap kepentingan dunia 
praktis. Adapun manfaat tersebut adalah : 
a. Manfaat Akademik 
Hasil  penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan 
referensi  dan  acuan  pembelajaran  bagi  pihak-pihak  yang  
membutuhkan  dalam penelitian ilmu pemerintahan atau pihak 
lainnya maupun  pengembangan konsep ilmu pemerintahan 
khususnya yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa 
dalam pengelolaan alokasi dana desa. 
b. Manfaat Dunia Praktis 
Dari hasil penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat 
memberikan input bagi Pemerintah Desa diseluruh Desa di 
Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang atau pihak lain yang 












2.1 Landasan Teori 
Sebagai titik tolak atau landasan berfikir dalam menyoroti atau 
memecahkan permasalahan perlu adanya pedoman teoritis yang 
dapat membantu.Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang 
memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana 
masalah tersebut disoroti. Selanjutnya teori merupakan serangkaian 
asumsi, konsep, konstruksi, defenisi dan proposisi untuk 
menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara 
merumuskan hubungan antara konsep.  
Berdasarkan rumusan diatas, maka penulis akan 
mengemukakan teori, pendapat, gagasan, konsep yang akan 
dijadikan titik tolak landasan berfikir dalam penelitian ini. 
2.1.1 Konsep Desa 
Secara  etimologi  kata  desa  berasal  dari  bahasa  
Sansekerta,  deca  yang berarti tanah air, tanah asal, atau 
tanah  kelahiran. Dari perspektif  geografis, desa atau  village  
diartikan sebagai “a groups of hauses or shops in a country 
area,  smaller  than  a  town”.  Desa  adalah  kesatuan  
masyarakat  hukum  yang memiliki kewenangan untuk 
mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul 
dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan  




Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu 
gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, 
sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas 
tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun 
bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang 
tergantung pada sektor pertanian.  
Pengertian Desa secara umum lebih sering dikaitkan 
dengan pertanian. Egon E. Bergel (1955: 121),  mendefinisikan  
desa  sebagai  “setiap  pemukiman  para  petani  (peasants)”.  
Sebenarnya,  faktor  pertanian bukanlah ciri yang harus 
melekat pada setiap desa. Ciri utama yang terlekat pada setiap 
desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal (menetap) dari 
suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil. 7 
Sementara itu Koentjaraningrat (1977) memberikan 
pengertian tentang desa melalui pemilahan pengertian 
komunitas  dalam  dua  jenis,  yaitu  komunitas  besar  (seperti:  
kota,  negara  bagian,  negara)  dan  komunitas  kecil (seperti:  
band, desa, rukun tetangga dan sebagainya). Dalam hal ini 
Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai “komunitas kecil 
yang menetap tetap di suatu tempat”.8 Koentjaraningra tidak 
memberikan penegasan bahwa  komunitas  desa  secara  
khusus  tergantung  pada  sektor  pertanian.  Dengan  kata  lain  
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artinya  bahwa masyarakat desa sebagai sebuah komunitas 
kecil itu dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang 
beragam, tidak di sektor pertanian saja. 
Selanjutnya,  menurut  Paul  H.  Landis, seorang  
sarjana  sosiologi  perdesaan  dari  Amerika Serikat,  
mengemukakan  definisi  tentang  desa  dengan  cara  
membuat  tiga  pemilahan  berdasarkan  pada  tujuan analisis. 
Untuk tujuan  analisis statistik,  desa didefinisikan  sebagai 
suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang. 
Untuk tujuan  analisa sosial-psikologi,  desa didefinisikan 
sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki  
hubungan  yang  akrab  dan serba informal diantara  sesama  
warganya.  Sedangkan  untuk  tujuan  analisa ekonomi, desa 
didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya 
tergantung kepada pertanian.9 
Desa  menurut  H.A.W.  Widjaja  dalam  bukunya  yang  
berjudul  “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: 
“Desa  adalah  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  
yang  mempunyai susunan  asli  berdasarkan  hak  asal-
usul  yang  bersifat  istimewa.  Landasan pemikiran  
dalam  mengenai  Pemerintahan  Desa  adalah  
keanekaragaman, partisipasi,  otonomi  asli,  
demokratisasi  dan  pemberdayaan  masyarakat.”10 
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Desa  menurut  UU  nomor  6  tahun  2014  tentang  
Desa mengartikan Desa sebagai berikut :  
“Desa  adalah  desa  dan  desa  adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang  memiliki  batas  
wilayah  yang  berwenang untuk  mengatur  dan  
mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  
masyarakat  setempat berdasarkan  prakarsa  
masyarakat,  hak  asal  usul, dan/atau  hak  tradisional  
yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  
pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.”11 
 
Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan 
memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya 
masyarakat setempat. Pembentukan desa  dapat berupa 
penggabungan beberapa  desa, atau bagian desa yang 
bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua 
desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang 
telah ada. Pembentukan desa tidak semata-mata sesuai 
dengan keinginan peranangkat desa yang berwenang 
mengatur keseluruhan kegiatan di desa, seperti halnya dengan 
pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan 
desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada, berikut 
landasan hukum pembentukan desa adalah UU No 6 tahun 
2014 tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam PP No 43 
tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 
tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2014. 
                                                             




Dalam UU No 6 Tahun 2014 pembetukan desa harus 
memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. Batas  usia  Desa  induk  paling  sedikit  5  (lima)  tahun 
terhitung sejak pembentukan; 
b. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 
ayat (3) b; 
c. Wilayah  kerja  yang  memiliki  akses  transportasi 
antarwilayah; 
d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan 
hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa; 
e. Memiliki  potensi  yang  meliputi  sumber  daya  alam, 
sumber  daya  manusia,  dan  sumber  daya  ekonomi 
pendukung; 
f. Batas  wilayah  Desa  yang  dinyatakan  dalam  bentuk 
peta  Desa  yang  telah  ditetapkan  dalam  peraturan 
Bupati/Walikota;  
g. Sarana  dan  prasarana  bagi  Pemerintahan  Desa dan 
pelayanan publik; dantersedianya  dana  operasional,  
penghasilan  tetap,dan  tunjangan  lainnya  bagi  
perangkat  Pemerintah Desa  sesuai  dengan  
ketentuan  peraturan perundang-undangan.12 
 
Selain landasan hukum yang menjadi latar belakang 
pembentukan suatu desa, ada hal lain yang harus dilengkapi 
juga yaitu unsur-unsur desa. Dalam hal ini, yang dimaksud 
dengan unsur-unsur desa adalah komponen-komponen 
pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen- 
komponen tersebut adalah : 
a. Wilayah desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian 
dari wilayah kecamatan  
b. Penduduk atau masyarakat desa, yaitu mereka yang 
bertempat tinggal di desa selama beberapa waktu secara 
berturut-turut.  
                                                             




c. Pemerintahan, adalah suatu system tentang pemerintah 
sendiri dalam arti dipilih sendiri oleh penduduk desa yang 
nantinya akan bertanggung jawab kepada rakyat desa.  
d. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah 
tangga sendiri. 
Landasan dan unsur-unsur pemerintah desa merupakan 
salah satu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh 
pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, 
keseluruhan yang tersebut di atas merupakan aturan atau 
dasar ideal pelaksanaan pemerintahan desa. Otonomi daerah 
yang diterapkan membantu pemerintah desa dalam melakukan 
improvisasi kinerja dan program-program yang telah di 
tentukan bisa dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut 
memberi peranan seutuhnya pada pemerintah desa dalam 
mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh 
pada kearifan local yang dimiliki masyarakat tersebut, karena 
masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya 
desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil.  
Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang 
dalam UU No 6 tahun 2014 tentang desa:  
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;  
b. kewenangan lokal berskala Desa;  
c. kewenangan  yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah, 
Pemerintah  Daerah  Provinsi,  atau  Pemerintah  
Daerah Kabupaten/Kota; dan 
d. kewenangan  lain  yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah, 




Daerah Kabupaten/Kota  sesuai  dengan  ketentuan  
peraturan perundang-undangan.13 
 
2.1.2 Pemerintahan Desa 
Sebelum membahas lebih lanjut tentang pemerintah 
desa, lebih baiknya kita mengetahui pengertian pemerintah 
atau pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan adalah proses, 
cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan demokrasi, 
gubernur memegang tampuk didaerah tingkat I, segala 
urusan yang dilakukan oleh Negara dalam 
menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan 
kepentingan Negara.14 
Pemerintah  Desa  merupakan  bagian  dari  
pemerintah  nasional,  yang penyelenggaraanya ditujukan 
kepada desa.  Penerintahan desa adalah suatu proses 
dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan 
dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk 
meningkatkan taraf hidup masyarakat. 
Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 32 tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah 
dimakani sebagai  kesatuan masyarakat  hukum yang  
memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
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berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang 
diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan 
nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Landasan  pemikiran dalam 
pengaturan mengenai pemerintah desa adalah 
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, 
dan pemberdayaan masyarakat.15 
Dalam konteks UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
Pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh 
perangkat desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) dalam menjalankan tugasnya. Pada pasal 26 ayat (2) 
menyatakan, bahwa Dalam melaksanakan tugas Kepala 
Desa berwenang: 
a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; 
c.  memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan 
Aset Desa; 
d. menetapkan Peraturan Desa; 
e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
f. membina kehidupan masyarakat Desa; 
g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat 
Desa; 
h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian 
skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
masyarakat Desa; 
i. mengembangkan sumber pendapatan Desa; 
                                                             




j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian 
kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Desa; 
k.  mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat 
Desa; 
l. memanfaatkan teknologi tepat guna; 
m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara 
partisipatif; 
n. mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau 
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.16 
 
Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kepala 
desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang 
besar, oleh karena itu untuk efektif harus ada pendelegasian 
kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan 
mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan 
Kepala Desa diberikan sebagaimana ditegaskan pada pasal 
26 ayat (3) UU No 6 Tahun 2014, yaitu : Dalam 
melaksanakan tugas Kepala Desa berhak: 
a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja 
Pemerintah Desa; 
b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan 
Desa; 
c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, 
dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat 
jaminan kesehatan; 
d.  mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang 
dilaksanakan; dan 
e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban 
lainnya kepada perangkat Desa.17 
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Patut disadari, bahwa disamping kewenangan dan 
hak yang dimiliki Kepala Desa memiliki kewajiban yang 
ditegaskan dalam UU No 6 Tahun 2014 pada pasal 26 ayat 
(4) Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban: 
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat 
Desa; 
d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-
undangan; 
e.  melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan 
gender; 
f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang 
akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, 
bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; 
g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh 
pemangku kepentingan di Desa; 
h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa 
yang baik; 
i. mengelola Keuangan dan Aset Desa; 
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Desa; 
k.  menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; 
l.  mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; 
m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya 
masyarakat Desa; 
n. memberdayakan masyarakat dan lembaga 
kemasyarakatan di Desa; 
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan 
melestarikan lingkungan hidup; dan 






                                                             





Istilah "kemampuan" mempunyai banyak makna, 
Jhonson dalam (Cece Wijaya,1991:3) berpendapat bahwa 
"kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mencapai 
tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan". 
Sementara itu, menurut Kartono (1993:13) bahwa 
“kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan 
dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap 
melebihi dari anggota biasa.”19  
Victor H. Vroom sebagaimana dikutip oleh Gibson 
Ivancevich dan Donnely dalam buku “Organisasi dan 
Managemen, memberikan batasan kekmampuan sebagai 
potensi orang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan. 
Mungkin kemampuan itu dimanfaatkan atau mungkin juga 
tidak  Kemampuan seseorang berhubungan erat dengan 
kemampuan fisik dan kemampuan mental yang dimiliki oleh 
seorang untuk melaksanakan pekerjaan atau bukan yang 
ingin dilaksanakan. Sedangkan Kartini Kartono (1983:31) 
memberikan pengertian lain mengenai kemampuan, yaitu 
segala daya, kesanggupan, kekuatan, ketrampilan teknis 
                                                             




dan sosial yang dianggap melebihi kemampuan anggota 
biasa lainnya. 20   
Berdasarkan pengertian di atas, maka disimpulkan 
bahwa kemampuan adalah suatu potensi kesanggupan yang 
dimiliki dan dicurahkan oleh seseorang dalam melaksanakan 
tugasnya. 
1) Aspek-aspek Dalam Kemampuan   
Untuk mengetahui kemampuan seseorang atau 
kelompok ketika melaksanakan tugasnya, dalam 
organisasi khususnya pemerintah sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom berdasarkan 
Taxonomy of Education Objectives (Pokok-pokok 
Pendidikan) yang diperjelas oleh Thomas P. Staton 
bahwa perubahan kelakuan (sikap) merupakan hasil dari 
3 (tiga) aspek yang menjadi dasar dari kegiatan belajar, 
yaitu pengetahuan (kognitif), sikap(afektif), dan 
ketrampilan (psikomotorik). Ketiga aspek ini adalah 
sebagai berikut: (a) aspek kognitif (pengetahuan). Pada 
aspek ini lebih menekankan pada apa yang dilakukan 
bagaimana melakukan hal tersebut. Pada aspek ini 
apabila seseorang dapat mengetahui, merumuskan, 
mengingat dan menyebutkan; (b) aspek afektif (sikap). 
                                                             




Hal ini menyangkut keinginan atau kemampuan untuk 
mempraktekakan apa yang sudah dipelajari. Pada aspek 
ini menekankan apabila seseorang dapat menjelaskan, 
dan mendiskusikan serta melaporkan; (c) aspek 
Psikomotorik (ketrampilan). Aspek ini menyangkut abilitas 
untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh 
melalui proses latihan pada pekerjaan tertentu. Pada 
aspek ini bila ia dapat menggunakan, mengerjakan, 
menghitung, memberi contoh membuat eksperimen, 
membuat grafik, diagram, dan jadwal serta 
mempraktekannya.  
Aspek-aspek ini akan berguna sebagai alat dalam 
menentukan tolok ukur kemampuan seseorang dalam 
melaksanakan tugas-tugasnya di dalam suatu organisasi 
khususnya pemerintahan.  Menurut Notoatmodjo ada 6 
tingkatan pengetahuan yang dicakup dalam domain 
kognitif yaitu 
1. Mengetahui (Know) dapat diartikan mengingat semua 
materi yang telah dipelajari sebelumnya termasuk 
kedalam pengetahuan tingkat ini yaitu mengingat 
kembali sesuatu yang spesifik dari keseluruhan materi 




diterima. Oleh sebab itu, tipe mengetahui merupakan 
dasar pengetahuan paling rendah 
2. Memahami (comprehension) diartikan sebagai suatu 
kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang 
objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan 
materi tersebut secara benar.Orang yang telah paham 
terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, 
menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, 
dan sebagainya objek yang telah dipelajari. 
3. Aplikasi (Application) diartikan sebagai kemampuan 
untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada 
situasi atau kondisi sebenarnya. Aplikasi di sini dapat 
diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-
hukum, rumus, metode,prinsip, dan sebagainya dalam 
konteks atau situasi yang lain. 
4. Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan 
materi atau suatu objek ke dalam komponen-
komponen, tetapi masih di dalam satu struktur 
organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. 
Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan 
kata kerja, seperti dapat menggambarkan membuat 
bagan, membedakan, memisahkan, 




5. Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk 
meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di 
dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan 
kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk 
menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi 
yang ada. Misalnya, dapat menyusun, dapat 
merencanakan, dapat meringkas, dapat 
menyesuaikan, dan sebagainya terhadap suatu teori 
atau rumusan-rumusan yang telah ada. 
6. Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk 
melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu 
materi atau objek.Penilaian-penilaian ini didasarkan 
pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau 
menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.21 
  Menurut Yusuf (2006:32) unsur komponen yang 
membentuk struktur sikap,yaitu : 
1. Komponen kognitif (komponen perceptual), yaitu 
komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, 
pandangan keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan 
dengan   bagaimana   persepsi   orang   terhadap   objek   
sikap.   Merupakan representasi apa yang dipercayai 
oleh individu pemilik sikap. Berisi persepsi dan 
                                                             




kepercayaan yang dimiliki individu mengenai sesuatu. 
Seringkali komponen kognitif disamakan dengan 
pandangan (opini) apabila menyangkut masalah issu 
atau problem controversial. 
2. Komponen afektif (komponen emosional), yaitu 
komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau 
rasa tidak senang terhadap objek sikap. Rasa senang 
merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak 
senang merupakan hal yang negatif. Komponen ini 
menunjukkan arah sikap, yaitu positif dan negatif. 
Merupakan perasaan individu terhadap objek sikap 
dan menyangkut masalah emosi. Aspek emosional ini 
yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen  
sikap  dan  merupakan  aspek  yang  paling  bertahan  
terhadap pengaruh yang mungkin akan mengubah sikap 
seseorang. Komponen afeksi disamakan dengan 
perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu. 
3. Komponen   konatif   (komponen   perilaku,   atau  
action   component),   yaitu komponen yang 
berhubungan dengan kecendrungan bertindak terhadap 
objek sikap. Komponen ini menunjukan intensitas sikap, 
yaitu menunjukan besar kecilnya kecendrungan 




sikap. Merupakan aspek kecendrungan berperilaku 
sesuai dengan sikap yang dimiliki seseorang. Berisi 
tendensi untuk bertindak atau bereaksi terhadap sesuatu 
dengan cara-cara tertentu dan berkaitan dengan objek 
yang akan dihadapi.22 
Kemampuan pada aspek keterampilan dapat 
dinilai berdasarkan bebrapa tipe seperti yang 
dikemukanan oleh Robert L katz yang dikutip oleh Ulber 
Silalahi mengidentifikasikan tipe-tipe dasar keterampilan, 
yaitu : 
1. Keterampilan Teknik  
Keterampilan Teknik merupakan kompetensi spesifik 
untuk melaksanakan tugas atau kemampuan 
menggunakan teknik-teknik, alat-alat, prosedur- 
prosedur dan pengetahuan tentang lapangan yang di 
spesialisasi secara benar dan tepat dalam 
pelaksanaan tugasnya. 
2. Keterampilan Administratif 
Keterampilan administartif merupakan kemampuan 
untuk megurus ,mengatur, dan mencatat informasi 
tentang pelaksanaan dan hasil yang dicapai serta 
                                                             




berbagai hambatan-hambatan yang dialami maupun 
kemampuan mengikuti kebijakan dan prosedur. 
3. Keterampilan Hubungan Manusia 
Keterampilan hubungan manusia adalah kemampuan 
untuk memahami dan memotivasi orang lain, sebagai 
individu atau dalam kelompok kemampuan ini 
berhubungan dengan kemampuan menseleksi 
pegawai, menciptakan dan membina hubungan yang 
baik, memahami orang lain, memberi motivasi dan 
bimbingan, dan mempengaruhi para pekerja, baik 
secara individual atau kelompok. 
4. Keterampilan Konseptual 
Keterampilan konseptual adalah kemampuan 
mengkoordinasi dan mengintergrasi semua 
kepentingan kepentingan dan aktifitas-aktifitas 
organisasi atau kemampuan mental, menganalisa dan 
interpretasi informasi yang diterima dari berbagai 
sumber. Ini mencakup kemampuan melihat organisasi 
sebagai suatu keseluruhan, memahami bagaimana 
hubungan antar unit atau bagian secara keseluruhan, 
memahami bagaimana bagian- bagian tergantung 
pada yang lain, dan mengantisipasi bagaimana suatu 




keseluruhan kemampuan melihat gambaran 
keorganisasian. 
5. Keterampialn Diagnostik 
Keterampilan diagnostik berhubungan dengan 
kemampuan untuk menentukan melalui analisa dan 
pengujian hakekat dan circumtances dari suatu 
kondisi- kondisi khusus.Singkatnya keterampilan 
diagnostik dapat dimaknakan sebagai kemampuan 
secara cepat mendapatkan sebab yang benar dari 
suatu situasi tertentu melalui satu data yang simpang 
siur, observasi dan fakta-fakta.23 
2.1.4 Alokasi Dana Desa 
Melalui UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, setiap 
desa diberikan keleluasaan untuk mengatur kewenangannya 
sendiri, baik kewenangan berdasarkan hak asal usul, 
kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang 
ditugaskan pemerintah pusat/ provinsi/ kab./kota sesuai 
ketentuan perundang-undangan. 
Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Alokasi Dana Desa 
yang dikenal dengan ADD adalah alokasi dana ke desa 
dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima 
oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan 





Dana Alokasi Khusus (DAK). ADD  dibagi  kepada setiap 
Desa dengan mempertimbangkan: (1) kebutuhan  
penghasilan  tetap  kepala  Desa  dan perangkat Desa, (2) 
jumlah  penduduk  Desa,  angka  kemiskinan  Desa,  luas 
wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.24 
ADD adalah dana yang cukup signifikan bagi Desa 
untuk menunjang program-program  Desa.  Pengelolaan  
keuangan  baik  dari  anggaran  sampai realisasi  harus 
melibatkan  tokoh-tokoh  masyarakat  dan  aparat  
Pemerintah  Daerah.  Kendala-kendala  yang dihadapi  oleh  
Pemerintah  Daerah  baik  Pemerintah  desa  dan  
Pemerintah  Kecamatan  adalah kurangnya pengendalian 
terhadap pengelolaan Dana yang berasal dari ADD, Hal ini  
disebabkan  karena  minimnya  sumber  daya  yang  ada  
dan  kontrol  dari  Pemerintah  dan Masyarakat. Untuk itu  
perlu diketahui sejauh mana efektifitas pengelolaan ADD dan  
sejauh  mana  peran  dari  ADD  dalam  program  Desa  
sehingga tujuan  Pemerintah  mengalokasikan  Dana  
Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  bisa  membantu program 
Desa dan tujuan Pemerintah terwujud.  
 
 
                                                             




2.1.4.1 Tujuan ADD 
Tujuan pemberian Bantuan Langsung Alokasi Dana 
Desa antara lain meliputi:  
a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa 
dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan 
kewenangannya.  
b. Meningkatkan kemampuan lembaga 
kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, 
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan 
secara partisipatif sesuai dengan potensi yang 
dimiliki.  
c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, 
kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi 
masyarakat desa serta dalam rangka 
pengembangan kegiatan sosial ekonomi 
masyarakat.  
Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang 
pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa 
sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana Desa. 




(1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan pembiayaannya 
bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya 
dilaksanakan oleh tim pelaksana Desa  
(2) Penggunaan alokasi dana desa terdiri dari : 
1. Belanja wajib / tunjangan ( Penghasilan tetap 
Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tunjangan 
Kepala Desa dan sekretaris Desa Non PNS 
2. Belanja operasional pemerintah desa dan BPD 
3. Belanja Insentif RT/RW 
4. Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa 
5. Belanja Pembangunan Desa  
6. Belanja Pemberdayaan Masyarakat dan 
peningkatan Kapasitas Kepala desa dan perangkat 
Desa serta Pembinaan kemasyarakatan desa. 
Dalam rangka efektifitas pencairan Alokasi Dana Desa 
(ADD) dalam APBD Kabupaten Enrekang yang dianggarkan 
pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) 
Kab. Enrekang maka disesuaikan dengan mekanisme 
Penyaluran dana Desa yang bersumber dari APBN 
sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan Bupati 
Enrekang tentang tata cara pembagian dan penetapan 
besaran Dana Desa Kabupaten Enrekang. Adapun 




1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada 
Bupati c.q Kapala BPMPD setelah disetujui oleh camat 
dengan melampirkan : 
a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDes) tahun berjalan yang dilampiri 
dengan Berita Acara Musyawarah Desa 
b. RPJMDes dan RKPDes Tahun berjalan 
c. Surat pernyataan tanggungjawab  
d. Pakta integritas     
e. Foto Copy Rekening Desa  
f. Laporan pertanggungjajwaban Tahap sebelumnya 
2. BPMPD akan meneruskan berkas permohonan berikut 
lampirannya kepada kepala Dinas Pengelola Keuangan 
dan Asset Daerah (DPKAD) sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 
2.1.4.2 Pelaporan penggunaan ADD: 
1) Pertanggung jawaban ADD terintegrasi dengan 
pertanggung jawaban APBDesa sehingga bentuk 
pertanggung jawabannya adalah pertanggung jawaban 
APBDesa  
2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai 




a. laporan semester, memuat realisasi penerimaan dan 
realisasi belanja disampaikan paling lambat minggu 
keempat bulan Juli; dan 
b. laporan akhir tahun penggunaan ADD memuat, 
pelaksanaan kegiatan, masalah yang dihadapi dan 
penyelesaiannya, disampaikan paling lambat minggu 
keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.  
3)  Laporan penggunaan dana tersebut disampaikan 
kepada Camat dan selanjutnya dilaporkan kepada 
Bupati melalui BPMPD Kab.Enrekang sebagai dasar 
untuk melakukan penyaluran dana. 
4)  Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat 
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud, maka 
Bupati dapat menunda penyaluran dana. 
1.4.1.3 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD: 
1. Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi 
pelaksanaan pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) 
meliputi : 
a. Memberikan pedoman dan bimbingan ADD  
b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan 




perencanaan dan penyusunan APBDesa, 
pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBDesa 
c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan 
desa dan pendayagunaan aset desa. 
d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan 
administrasi keuangan desa  
2. Pembinaan dan pengawasan camat dalam 
pelaksanaan pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) 
meliputi meliputi : 
a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa. 
b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan 
pendayagunaan aset desa 
c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD 
d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang 
mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, 
pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBDesa.  
2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa 
 Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan 
atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk 
melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujan tertentu.   
Pengelolaan ADD terintegrasi dengan APBDesa yang 
merupakan bagian pengelolaan keuangan desa. Berdasarakan 




tentang pengelolaan keuangan desa. Didalamnya disebutkan 
tahapan-tahapan pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. 
1. Perencanaan 
Menurut Sutarno (2004: 109), perencanaan diartikan 
sebagai perhitungan dan  penentuan tentang apa yang 
dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu  dimana 
menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan 
tata cara mencapai tujuan tersebut. Dari pernyataan tersebut 
perencanaan dapat diartikan sebagai pemilihan sekumpulan 
kegiatan dan pemusatan selanjutnya apa yang harus dilakukan, 
kapan, bagaimana dan oleh siapa. 
Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses 
yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang 
memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu 
yang akan datang. Pada hakekatnya perencanaan adalah 
sebuah proses yang  penting dan menentukan keberhasilan 
suatu tindakan (Suharto, 2010: 71). Dengan demikian, kunci 
keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung 
dalam  proses perencanaannya. Apabila jika gagal 
merencanakan maka kita merencanakan dikatakan bahwa 
perencanaan menunjuk pada kegiatan-kegiatan pelayanan yang 




Setiap perencanaan  dibuat mengikuti tahapan tertentu. 
Tahapan tersebut biasanya berbeda-beda tergantung pada jenis 
perencanaan, tujuan perencanaan dan konteks perencanaan 
(Suharto, 2010: 75).   
Dalam tahap perencanaan meliputi identifikasi masalah, 
penentuan tujuan dan penyusunan dan pengembangan rencana 
kegiatan (Suharto, 2010: 75). Identifikasi  masalah erat 
kaitannya dengan kebutuhan. Kebutuhan dapat didefinisikan 
sebagai kekurangan yang mendorong masyarakat untuk 
mengatasinya (Suharto, 2010: 76).  
Penentuan tujuan dapat menjadi target yang menjadi 
dasar bagi pencapaian keberhasilan program. Selanjutnya 
penyusunan dan pengembangan rencana program, para 
perencana (stakeholders) bersama-sama menyusun pola 
rencana intervensi dan komprehensif. Pola ini menyangkut 
tujuan-tujuan khusus, strategi-srategi, tugas-tugas dan prosedur 
yang ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan-
kebutuhan dan pemecahan masalah (Suharto, 2010: 78).  
Berdasarkan penjelasan tentang konsep perencanaan, 
maka perencanaan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai 
suatu cakupan tindakan atau kegiatan pelaku (Pengelola ADD) 
dengan maksud tujuan tertentu yakni untuk memecahkan 




program-program untuk memecahkan masalah tersebut. 
Perencanaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah 
perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana ADD di 
Kecamatan Buntu Batu dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. 
Dokumen perencanaan keuangan desa meliputi RPJM 
Desa dan RKP Desa yang berpedoman kepada perencanaan 
pembangunan desa yang disusun berdasarkan hasil 
kesepakatan dalam musyawarah desa. Musyawarah desa 
dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. 
Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara 
partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan 
pembangunan desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan 
Desa dan unsur masyarakat desa. RPJM Desa memuat 
penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih, rencana 
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan 
masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan 
desa. RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota 
dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas 
pembangunan kabupaten/kota. RPJM Desa ditetapkan dalam 
jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan 
Kepala Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM 




rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan 
masyarakat desa. RKP Desa berisi evaluasi pelaksanaan RKP 
Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan 
anggaran desa yang dikelola oleh desa maupun melalui kerja 
sama antara desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan 
dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. RKP Desa mulai 
disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan 
dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir 
bulan September tahun berjalan. RKPD Desa menjadi dasar 
penetapan APB Desa. 
2. Pelaksanaan dan penatausahaan 
Menurut Rue dan Byars (2006: 6) Organizing is 
grouping activities, assigning activities an providing the authority 
necessary to carry out the activities (pengorganisasian 
merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan 
kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk 
melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan atau Organizing 
dapat diartikan sebagai implementasi dari perencanaan dan 
pengorganisasian, dimana seluruh komponen yang berada 
dalam satu sistem dan satu organisasi tersebut bekerja secara 
bersama-sama sesuai dengan bidang masing-masing untuk 




Pelaksanaan atau pengorganisasian juga dapat 
diartikan sebagai proses membagi  kerja ke dalam tugas-tugas 
yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang 
yang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan 
sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka 
efektivitas pencapaian tujuan (Fattah, 2008: 71). Jadi setelah 
melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah 
pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang 
menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan 
dengan lancar. Tahap pelaksanaan program intinya menunjuk 
pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi 
yang lebih rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian 
pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-
kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan 
(Suharto, 2010: 79).   
 Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan 
keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan 
kepada perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat 
desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat 
desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. 
Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh 
unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa 




kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai 
satuan tugas kewilayahan. Pelaksana teknis merupakan unsur 
pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. 
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa adalah 
perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk 
melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara adalah 
perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk 
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, 
membayarkan, dan mempertanggung jawabkan keuangan desa 
dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Pencairan dana dalam 
rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan 
Bendahara Desa. 
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban 
 Menurut Arnos Kwaty dalam Hansen (2005: 116) 
mengatakan: “pertanggungjawaban adalah sistem yang 
mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat 
pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh 
para pimpinan untuk mengoperasikan pusat-pusat 
pertanggungjawaban mereka”  
Dari konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur 
perencanaan dengan anggaran dan kegiatan dalam berbagai 




harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan 
pengendalian periodik. 
Berdasarkan pernyataan diatas pertanggungjawaban 
dalam penelitian ini adalah laporan-laporan berkala yang 
dilakukan oleh Kepala Desa sebagai Ketua Pelaksana ADD di 
Kecamatan Buntu Batu. Penyampaian laporan dilaksanakan 
melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa 
dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat 
Kecamatan secara bertahap.  
Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan 
pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk 
pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBdes. 
Pada tahap ini bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam 
APBDes dibiayai dari ADD dibedakan dalam dua indikator, 
meliputi:  
a. Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan 
proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa 
(ADD) yang mencakup:  
1. Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana  
2. Masalah yang dihadapi dan pemecahannya  
3. Pencapaian hasil penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)  
b. Pelaporan ADD meliputi:  




1) Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa menyampaikan 
laporan kepada  
2) Tim Pengendali Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.  
3) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan menyampaikan 
laporan dari seluruh laporan Tim Pelaksana ADD 
Tingkat Desa kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten 
setiap 3 bulan.   
4) Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten merekap seluruh 
laporan dari Tim Pengendali dan melaporkan kepada 
Bupati.  
2. Pelaporan Keuangan   
1) Pelaporan keuangan dilaksanakan oleh Kepala Desa 
dan secara  teknis dilaksanakan oleh Bendahara Desa.  
2) pelaporan dilaksanakan setiap tahapan penerimaan 
ADD dan  dilaporkan kepada Bupati melalui Camat  
3) pelaporan keuangan dalam bentuk Surat 
Pertanggungjawaban (SPJ). 
 
Kepala desa menyampaikan laporan realisasi 
pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap semester 
tahun berjalan dan setiap akhir tahun anggaran. Format 
pertanggungjawaban yang disajikan dalam peraturan menteri 
dalam negeri terkait hanya ditujukan untuk bendahara. Laporan 




pertanggungjawaban penerimaan dan laporan 
pertanggungjawaban pengeluaran. Laporan 
pertanggungjawaban penerimaan dilampirkan dengan buku kas 
umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan 
bukti penerimaan lainnya yang sah. Laporan 
pertanggungjawaban pengeluaran dilampirkan dengan buku kas 
umum, buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang 
disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan bukti atas 
penyetoran PPN atau PPh ke kas Negara. 
 
2.1.6 Asas Pengelolaan Keuangan Desa 
Asas pengelolaan keuangan desa  adalah nilai-nilai yang 
menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud 
melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus 
tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan 
Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam 
tindakan. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, Keuangan 
Desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, 
partisipatif, tertib dan disiplinanggaran.25 
a. Transparan 
Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai 
pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara 
terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak 
                                                             




masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh 
atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan 
sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya 
pada peraturan perundang-undangan (KK, SAP,2005). 
Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua 
pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan 
serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait 
Pengelolaan Keuangan Desa. Transparansi dengan demikian, 
berarti Pemerintah Desa pro aktif dan memberikan 
kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses/ 
mendapatkan/ mengetahui informasi terkait Pengelolaan 
Keuangan Desa. 
b. Akuntabel 
Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau 
kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan 
kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan 
untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN, 
2003). Dengan denikian, pelaksanaan kegiatan dan 
penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan 
dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga 
pertanggungjawaban. Asas ini mempertanggungjawabkan dan 




masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, 
sesuai peraturan perundang-undangan. 
c. Partisipatif 
Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan 
dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, 
baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga 
perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan 
Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan dan pertanggugjawaban wajib 
melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa 
serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai 
penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di 
Desa. 
d. Tertib dan disiplin anggaran 
Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus 
dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas 
penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di 
desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa 








2.1 Kerangka konsep 
Bagan 2.1 
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3.1 Lokasi Penelitian 
Adapun Lokasi yang ditentukan penulis untuk mendapatkan 
informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian terhadap 
kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa 
yaitu di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yang meliputi 
delapan desa yaitu Desa Pasui, Desa Langda, Desa Ledan, Desa 
Lunjen, Desa Buntu Mondong, Desa Latimojong, Desa Potokkullin, 
Desa Eran Batu. Namun desa yang akan diteliti disesuaikan dengan 
indikator pembagian alokasi dana desa (ADD) yaitu berdasarkan 
jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat 
kesulitan geografis. 
3.2 Pendekatan Penelitian 
Agar pendekatan ini lebih terarah sesuai dengan tujuan yang 
diinginkan, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 
kualtitatif yaitu metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek 
pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada 
melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian 
ini menggunakan teknik analisis mendalam yaitu mengkaji masalah 
secara kasus perkasus karena metodologi kulitatif yakin bahwa sifat 
suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. 




Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe  deskriptif  
kualitatif  yang bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  secara  
mendalam  terkait  dengan masalah yang diteliti.  
3.4  Metode Pengumpulan Data 
Teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data 
adalah : 
a. Wawancara 
yaitu  dengan  melakukan  tanya  jawab  secara  langsung  
secara lisan dan tulisan kepada  Informan  yang dianggap 
memahami permasalahan yang diteliti.  Adapun yang menjadi 
informan dalam penelitian ini adalah: 
1) Kepala bidang pengeluaran Dianas Keuangan dan Aset daerah 
Kabupaten enrekang 
2) Kepala bagian kesejahteraan masyarakat BPMPD di Kabupaten 
Enrekang 
3) Camat Buntu Batu sebagai pengawas pengelolaan ADD tingkat 
kecamatan 
4) Kepala Desa diempat desa di kecamatan Buntu Batu kabupaten 
Enrekang yaitu Desa Pasui, Desa Latimojong, Desa Ledan dan 
Potokkullin. 
5) Tokoh Masyarakat (Ketua LKMD di Kecamatan Buntu Batu) 
6) Masyarakat umum di Kecamatan Buntu Batu terdiri dari satu 




b. Penelitian lapangan (field research) 
Penelitian dilakukan dengan meneliti secara langsung ke 
instansi untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam 
penelitian. 
c. Penelitian kepustakaan (library research) 
Penelitian ini dilakukan mengumpulkan data serta 
mempelajari litearatur-literatur yang ada berupa karya ilmiah, buku-
buku, atau kepustakaan lain yang berhubungan erat dengan 
masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. 
3.5  Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
Kualtitatif.  Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu: 
a. Data primer 
Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-
kata yang diucapkan secara lisan,gerak-gerik atau perilaku yang 
dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah 
subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang 
diteliti. 
b. Data skunder 
 Data sekunder yang penulis maksudkan disini adalah 
data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, 
notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, 




3.6 Defenisi Operasional 
Konsep adalah abtraksi yang dibentuk menggeneralisasikan 
hal-hal yang berisfat khusus. Kerangka konsep merupakan defenisi 
untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial 
ataupun alami. Untuk itu ada beberapa konsep yang diangkat dalam 
penelitian ini, yaitu: 
a. Pemerintah desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang 
desa, Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa  atau  yang 
disebut  dengan  nama  lain  dibantu  perangkat  Desa sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah desa 
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintah desa di 
Kecamatan Buntu Batu. 
b. Alokasi  Dana  Desa  yang  kemudian disebut  ADD  adalah  
dana responsivitas Negara  untuk  membiayai kewenangan 
desa dan memperkuat kemandirian desa. Ketentuan pasal 
tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk 
mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten 
kepada Desa-desa yaitu dalam bentuk Aokasi Dana Desa 
(ADD) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin 
adanya pemerataan. ADD adalah alokasi dana ke desa dengan 
perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh 




Alokasi Khusus (DAK). ADD yang penulis maksudkan adalah 
ADD di Kabupaten Enrekang pada tahun anggaran 2015. 
c. Kemampuan Pemerintah desa yang dimaksudkan yaitu 
kemampuan dalam pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) yang 
meliputi perencanaan , pelaksanaan, penatausahaan dan  
pertanggung jawaban keuangan desa.  
1) Perencanaan yang dimaksudkan adalah tahapan 
perencanaan penggunaan ADD yaitu pembuatan rencana 
kerja. 
2) Pelaksanaan  yang dimaksudkan yaitu tahapan penggunaan 
ADD. 
3) Penatausahan yang dimaksud yaitu segala rangkaian 
kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan 
pelaporan barang milik desa yang diperoleh dari hasil 
penggunaan ADD. 
4) Pelaporan yang dimaksud yaitu upaya pengelola ADD untuk 
melaporkan setiap perkembangan kegitan yang sedang 
dijalankan atau telah diselesaikan kepada pendamping 
ataupun penanggungjawab ADD. 
5) Pertanggung jawaban keuangan desa yang dimaksudkan 
penulis adalah pertanganggung jawaban penggunaan ADD 




Untuk mengetahui kemampuan pemerintah desa dalam 
pengelolaan ADD maka ada tiga aspek yang menjadi dasar 
penilaian. Ketiga aspek ini adalah sebagai berikut:  
1) Aspek kognitif (pengetahuan) yang dimaksud yaitu 
bagaimana pengelola ADD mampu untuk mengetahui, 
merumuskan, mengingat dan menyebutkan hal-hal yang 
berkaitan dengan ADD. 
2) Aspek afektif (sikap) dalam hal ini menyangkut keinginan 
atau kemampuan untuk mempraktekakan apa yang sudah 
dipelajari. Pada aspek ini menekankan apabila seseorang 
dapat menjelaskan, dan mendiskusikan serta melaporkan;  
3) Aspek Psikomotorik (ketrampilan) yang dimaksud yaitu 
kemampuan pengelola ADD dalam memanfaatkan ADD. 
kemampuan yang dimaksudkan yaitu pemerintah desa 
bukan hanya mampu untuk menghabiskan anggaran ADD 
dalam pembangunan desa tetapi mampu untuk memilah 
kegiatan berdasarkan kondisi desa.  
d. Asas-asas pengelolaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini 
adalah asas-asas pengelolaan keuangan yang menjadi 
pedoman dalam pengelolaan keuangan desa termasuk pada 
pengelolaan ADD. Adapun asas-asas tersebut yaitu asas 




1) Transparansi yang dimaksud yaitu sikap keterbukaan 
pengelola ADD dalam menyajikan informasi yang terkait 
dengan ADD. 
2) Akuntabel yaitu sikap pengelola ADD untuk mampu 
memepertanggung jawabkan segala bentuk kegiatan dan 
hasil akhir dari penggunaan ADD kepada pihak 
penanggung jawab. 
3) Partisipatif yang dimaksudkan yaitu bagaimana pengelola 
ADD mampu untuk melibatkan masyarakat secara aktif 
dalam proses pemanfaatan ADD. 
4) Disiplin anggaran yaitu Pendapatan yang direncanakan 
harus dapat terukur secara rasional dan dapat dicapai 
untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang 
dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran 
belanja dan didukung dengan adanya kepastian 
tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan 
tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang 
belum/tidak tersedia anggarannya.  
3.7 Teknik Analisis Data 
Dalam proses analisis data penulis berpedoman pada teori 
teknik analisis data kualitatif yang disebutkan oleh miles dkk (1992) 
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 




penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 
muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 
Proses  analisis  data  dimulai  dengan  menelaah  seluruh  
data  yang  ada dari berbagai sumber melalui proses observasi 
secara langsung dan wawancara secara  mendalam  serta  sudah  
dituliskan  dalam  catatan  lapangan,  dokumen, dan sebagainya. 
Data  yang  telah  dipelajari  dan  ditelaah,  selanjutnya  direduksi  
dengan membuat  abstraksi.  Selanjutnya  data  dikategorisasikan  
















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  
4.1 Propil Daerah Penelitian 
4.1.1 Kondisi Geografis 
Kecamatan Buntu Batu berada pada ketinggian tanah 
dari permukaan laut 100-1-700 m dengan tofografi berbukit dan 
pegunungan serta dengan luas batas Wilayah Kecamatan 
Buntu Batu 126,65 km2. Kecamatan Buntu Batu jarak tempuh 
sekitar 42 km dari ibu kota kecamatan di kabupaten Enrekang 
yang  merupakan tanah pertanian dan perkebunan. Jumlah 
Penduduk pada tahun 2013 sebanyak 13.012 jiwa yang terbagi 
atas 6.666 jiwa laki-laki dan 6.356 jiwa perempuan yang sebaian 
besar adalah petani. Secara administratif Kecamatan Buntu 
Batu terdiri dari 8 Desa yaitu: 
1. Desa Pasui    5. Desa Lunjen 
2. Desa Eran Batu    6. Desa Ledan 
3. Desa Latimojong   7. Desa Langda 
4. Desa Buntu Mondong   8. Desa potok Ullin 
Batas wilayah Kecamtan Buntu Batu  dibatasi oleh: 
a. Sebelah Utara  : Kecamtan Baraka 
b. Sebelah Timur  : Kecamatan Bungin 
c. Sebelah Selatan  :Kecamatan Bungin 







Banyaknya Desa, Luas wilayah, jarak dari ibu kota kecamatan, 













1 Ledan 25,43 19 60 500-1.000 
2 Potok Ullin 21,52 8 49 ≥1.000 
3 Eran Batu 16,25 6 47 500-1.000 
4 Langda 9,75 5 45 500-1.000 
5 Pasui 6,03 1 42 500-1.000 
6 Lunjen 7,48 7 42 500-1.000 
7 Buntu Mondong 20,21 3 47 500-1.000 
8 Latimojong 19,98 14 57 ≥1.000 
Jumlah                                               1126,56 
          Sumber data: Kepala Urusan Bantuan Kecamatan Buntu Batu 
4.1.2 Sosial Budaya 
Masyarakat Kecamatan Buntu Batu mayoritas memeluk 
Agama Islam yang bermata pencaharian Petani, Pensiunan, 
Jasa/Perdagangan, Wiraswasta, Pertukangan dan  Pegawai 
Negeri Sipil (PNS). Keadaan jumlah penduduk Kecamatan Buntu 
Batu tahun 2010 dengan jumlah 13.197 jiwa Laki laki 6.564 dan 
Perempuan 6.633 dengan rincian per desa sebagai berikut: 
             Tabel 4.2 









1 Ledan 797 693 
2 Potok Ullin 918 732 
3 Eran Batu 424 414 
4 Langda 736 693 
5 Pasui 1.124 1.154 
6 Lunjen 870 1.000 
7 Buntu Mondong 702 944 
8 Latimojong 966 918 
        JUMLAH 6.564 6.633 
    Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang 
          Tabel 4.3 
Banyaknya Sekolah, Kelas, Murid dan Guru menurut Sekolah TK Di 
Kecamatan Buntu Batu pada tahun 2012 
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3 Eran Batu 
TK ABA 
Liangbai 




2 23 2 2 
5 Pasui 
- TK ABA 
Pasui I 


























































8 Latimojong - - - - - 
JUMLAH 15 32 434 10 48 
  Sumber data:Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Buntu Batu 
 
Tabel 4.4 
Banyaknya Sekolah, Kelas, Murid dan Guru menurut Sekolah Dasar (SD) 
di kecamatan buntu batu pada tahun 2012 
No 























2 Potok Ullin 
SDN 81 
Kalaciri 
7 153 7 6 
3 Eran Batu 
SDN 80 
Liangbai 








6 165 7 4 
6 Lunjen 













7 Buntu Mondong 
SDN 79 
Gura 






















JUMLAH  81 1680 83 55 








Tingkatan sekolah dan jumlah sekolah di Kecamatan Buntu Batu 
pada tahun 2012 
No Tingkatan Sekolah Nama Jumalah 
1 TK  15 
2 SD  15 
3 SMP 
f) SMP Atap 
Baraka 
g) SMPN 2 
Baraka 
h) SMPN 5 Atap 
Baraka 
3 
4 SMA SMA N  1 PASUI 1 
              Sumber data: Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Buntu Batu 
4.1.3 Potensi pertanian  
1) Desa Pasui : Coklat,lada,Vanili, Tomat, Sayur sayuran, Jagung, 
Hotikultura,Bawang Merah, Tambang Galian Gol.C & B 
2) Desa Langda : Cengkeh, Lada, Vanili, Tomat, Sayur sayuran, 
Durian, Coklat, Hotikultura 
3) Desa Ledan : Durian, Coklat, Cengkeh, Kopi, Lada, Sayur 
sayuran, Tomat, Padi, Hotikultura 
4) Desa Lunjen : Nilam, Coklat, Kopi, Cengke, Vanili, Lada, Padi, 
Jagung, Hotilultura, Emas, Batu bara 
5) Desa Latomojong : Rotan, Damar, Cengke, Kopi, Coklat, 
Bawang merah, Hotikultura, Tomat, Sayur sayuran 




7) Desa Buttu mondong : Kopi, Jagung, Coklat, Vanili, Durian, 
Lada, salak, Hotikultura, Sayur sayuran , Tomat 
8) Desa Eran Batu : Coklat Kopi, Vanili, Durian, Lada, Padi, 




Banyaknya pegawai menurut instansi pemerintahan 
 di kecamatan buntu batu pada tahun 2012 
No Nama Instansi Pemerintahan Jumlah pegawai 
1 Kantor Camat Buntu Batu 9 
2 Kantor Urusan Agama 2 
3 Puskesmas/Pustu 7 
4 Petugas Plkb/Pplkb 3 
5 Koordinator Statistic Kecamatan 1 
6 Cabang Dinas Pertanian Dan 
Perkebunan 
6 
7 Cabang Dinas Kehutanan  2 
8 Cabang Dinas Peternakan Dan 
Perikanan 
2 
9 Petugas Upt - 
10 Petugas Pln - 
11 Bri Unit Desa - 
12 Pos & Giro - 
13 Cabang Dinas Pendidikan 1 
Jumlah 43 
Sumber data: Koordinator Statistik Kecamatan Buntu Batu 
 
Tabel 4.7 
 Banyaknya lingkungan, Dusun, RK/RW, RT menutur  Desa/Kelurahan di 
Kecamatan Buntu Batu pada tahun 2012 
No 
Desa/Kelurahan Lingkungan Dusun RW/RK RT 
1 Ledan - 3 4 5 




3 Eran Batu - 4 4 7 
4 Langda - 3 4 8 
5 Pasui - 3 5 10 
6 Lunjen - 4 8 17 
7 Buntu Mondong - 3 3 6 
8 Latimojong - 5 10 24 
JUMLAH  29 46 86 
Sumber data: Koordinator Statistik Kecamatan Buntu Batu 
Tabel 4.8 
Banyaknya LKSMD, Karang Taruna dan Perkumpulan pemakai Air (P2A) 
Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Buntu Batu tahun 2012 





1 Ledan 1 1 6 
2 Potok Ullin 1 1 10 
3 Eran Batu 1 1 10 
4 Langda 1 1 12 
5 Pasui 1 1 12 
6 Lunjen 1 1 9 
7 Buntu Mondong 1 1 12 
8 Lati mojong 1 1 12 
JUMLAH 8 8 83 





















Struktur Organisasi Pemerintah  
Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang  
berdasarkan Pp No. 41 Tahun 2007 
CAMAT 































4.2 Proses penetapan jumlah besaran Alokasi dana Desa di Kecamatan 
Buntu Batu Kabupaten Enrekang 
Berdasarkan UU Desa no 6 tahun 2014 ADD adalah alokasi 
dana ke desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang 
diterima oleh kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana 
Alokasi Khusus (DAK).  Sementara dalam penetapan jumlah besaran 
alokasi anggaran ADD dari dana perimbangan Kabupaten Enrekang 
tahun 2015 pemerintah setempat masih mengacu pada PP no 72 tahun 
2005 yaitu minimal 10% dari [DBH + DAU – Belanja Pegawai (Belanja 
tidak langsung)]. Belanja secara tidak langsung terkait dengan 
produktivitas atau tujuan organisasi. Contohnya Gaji pegawai. Hal 
tersebut diterangkan oleh kepala bidang pengeluaran dinas keuangan 
dan aset daerah Kabupaten Enrekang, Bapak Sudirman Tarakka, SE. 
“…dalam penetapan besaran ADD kita masih mengacu pada 
peraturan lama yaitu minimal 10 % dari dana perimbangan 
setelah dikurangi belanja pegawai (belanja tidak langsung). 
Pada saat penetapan besaran ADD, PP No 43 tahun 2014 
bahwa ADD 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi 
DAK masih sementara disosialisasikan.” (Wawancara pada 1 
februari 2016) 
Jumlah dana perimbangan kabupaten Enrekang tahun 2015 
yaitu Rp. 550.653.161.000, dengan pembagian sebagai berikut: 
i) Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak : Rp. 24.496.874.000,- 




Sementara jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Rp.172.523.740.000, dan jumlah Belanja pegawai (belanja tidak 
langsung) yaitu Rp. 446.847.548.173.  Dari jumlah besaran ADD 
kabupaten Enrekang tahun anggaran 2015 yaitu sebesar Rp. 
15.100.000.000 maka penulis melihat dari dua bentuk perumusan yaitu 
jumlah besaran ADD berdasarkan PP no 72 tahun 2005 dan penetapan 
berdasarkan PP No 43 tahun 2014.  
a. Pembagian berdasarkan PP No 72 tahun 2005 
a) Minimal 10 % dari (DBH + DAU) – Belanja Pegawai 
b) (Rp. 24.496.874.000 + Rp. 526.156.287.000) – 
Rp.446.874.548.173 = Rp. 103.778.585.827 
c) 103.778.585.827 x 10 % = 10.337861.282 
d) Total ADD yang telah ditetapkan di Kabupaten Enrekang yaitu 
Rp.15.100.000.000 atau sekitar 14,5% 
b. Pembagian berdasarkan PP No 43 tahun 2014  
a) Minimal 10% dri dana perimbangan setelah dikurangi DAK 
b) 10% dari (DBH + DAU) – DAK 
c) Rp. 24.496.874.000 + Rp. 526.156.287.000 = Rp. 
550.653.161.000 
d) Rp. 550.653161.000 - Rp. 172.523.740.000 = Rp. 
387.129.421.000 




f) Diketahui bahwa total ADD yang telah ditetapkan di kabupaten 
Enrekang yaitu Rp.15.100.000.000. Apabila mengacu pada PP 
No 43 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 
2015 jumlah dana tersebut tidak mencapai target yang telah 
ditetapkan yaitu minimal 10%. Pengalokasian dana perimbangan 
tersebut hanya mencapai sekitar 4 %. 
Dari hasil penetapan besaran ADD di Kabupaten Enrekang, 
jumlah ADD yang ditetapkan melebihi 10 % dengan ketentuan bahwa 
pemerintah setempat menggunakan peraturan lama. Namun apabila 
mengacu pada UU Desa no 6 tahun 2014 jumlah ADD yang ditetapkan 
hanya sekitar 4 %. 
Pengalokasian ADD ke masing-masing desa disesuiakan 
dengan peraturan bupati no 16 tahun 2015 yang berisi: 
1. Pemerintah daerah kabupaten mengalokasikan dalam anggaran 
pendapatan dan belanja daerah kabupaten setiap tahun anggaran 
dari dana perimbangan yang diterima kabupaten 
2. Rumus ADD dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana 
Desa dengan berdasarkan asas merata dan adil yaitu : 
a. Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian 
ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut 




b. Yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian ADD 
yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan 
Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel 
tertentu yaitu kemiskinan  keterjangkauan, luas wilayah dan 
jumlah penduduk. Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa 
Proporsional (ADDP) sebesar 10% 
c. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, 
angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis 
setiap Desa (yang selanjutnya dalam pedoman ini disebut 
“Bagian Formula”), dengan bobot sebagai berikut : 
a) 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk; 
b) 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk 
miskin; 
c) 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan 
d) 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan 
geografis. 
3. Menghitung Aloaksi Dana Desa setiap Desa se Kabupaten Enrekang 
dengan urutan sebagai berikut : 
1) Menghitung variabel pembagi alokasi sebagai berikut: 
a) Alokasi Dana Desa Minimal ( ADDM) , dengan rumus: 




b) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), dengan rumus: 
  ADDP = 10 % x Pagu ADD Kab. Enrekang 
2) Menghitung bagian ADDM setiap Desa dengan rumus : 
𝑨𝑫𝑫𝑴 =  
𝑷𝒂𝒈𝒖 𝑨𝒍𝒐𝒌𝒂𝒔𝒊 𝑫𝒂𝒔𝒂𝒓 
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑫𝒆𝒔𝒂 𝒔𝒆 𝑲𝒂𝒃. 𝑬𝒏𝒓𝒆𝒌𝒂𝒏𝒈 
 
3) Menghitung bagian ADDP setiap Desa dengan urutan sebagai 
berikut: 




𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒏𝒅𝒖𝒅𝒖𝒌 𝒌𝒂𝒃𝒖𝒑𝒂𝒕𝒆𝒏 𝑬𝒏𝒓𝒆𝒌𝒂𝒏𝒈
 
b) Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) dengan rumus: 
𝑩𝒐𝒃𝒐𝒕 𝑱𝑷 =  𝟐𝟓% 𝒙 𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑱𝑷 
c) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM)  dengan 
rumus: 
         𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑱𝑷𝑴 =  
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒏𝒅𝒖𝒅𝒖𝒌 𝒎𝒊𝒔𝒌𝒊𝒏 𝒅𝒆𝒔𝒂
𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒏𝒅𝒖𝒅𝒖𝒌 𝒎𝒊𝒔𝒌𝒊𝒏 𝒌𝒂𝒃𝒖𝒑𝒂𝒕𝒆𝒏 𝑬𝒏𝒓𝒆𝒌𝒂𝒏𝒈
 
d) Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) dengan 
rumus: 
𝑩𝒐𝒃𝒐𝒕 𝑱𝑷𝑴 =  𝟑𝟓% 𝒙 𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑱𝑷𝑴 




𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑳𝑾 =  
𝒍𝒖𝒂𝒔 𝒘𝒊𝒍𝒂𝒚𝒂𝒉 𝒅𝒆𝒔𝒂
𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒍𝒖𝒂𝒔 𝒘𝒊𝒍𝒂𝒚𝒂𝒉 𝑲𝒂𝒃 𝑬𝒏𝒓𝒆𝒌𝒂𝒏𝒈
 
f) Bobot luas wilayah desa (Bobot LW)  dengan rumus: 
𝑩𝒐𝒃𝒐𝒕 𝑳𝑾 =  𝟏𝟎% 𝒙 𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑳𝑾 
g) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) dengan 
rumus: 
𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑰𝑲𝑮 =  
𝑰𝑲𝑮
𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑰𝑲𝑮 𝑫𝒆𝒔𝒂 𝑲𝒂𝒃. 𝑬𝒏𝒓𝒆𝒌𝒂𝒏𝒈
 
h) Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG) dengan 
rumus: 
𝑩𝒐𝒃𝒐𝒕 𝑰𝑲𝑮 =  𝟑𝟎% 𝒙 𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑰𝑲𝑮 
i) Total bobot  dengan rumus: 
Total Bobot = Bobot JP + Bobot JPM + Bobot 
LW + Bobot IKG 
j) Bagian ADDP dengan rumus: 
𝑨𝑫𝑫𝑷 =  𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒐𝒃𝒐𝒕 𝒙 𝑷𝒂𝒈𝒖 𝑩𝒂𝒈𝒊𝒂𝒏 𝑨𝑫𝑫𝑷 
4) Menghitung Aloaksi Dana Desa setiap Desa dengan rumus: 






Total Jumalah ADD Kabupaten enrekang yaitu Rp. 
15.100.000.000, dengan pembagian sebagi bagai berikut: 
1) ADDM = 13.590.000.000 yaitu sebesar 90 % dari total ADD yang 
kemudian dibagi secara merata ke seluruh Desa di Kabupaten 
Enrekang  
      ADDM =  
13.590.000.000
112 
= 121.339.286  
2) ADDP yaitu sebesar Rp. 1.510.000.000 yaitu sebesar 10 % dari 
total ADD yang kemudian dibagi berdasarkan jumlah penduduk, 
jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan 






JUMLAH PAGU ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN ENREKANG 















JP RJP Bobot JPM RJPM Bobot LW RLW Bobot IKG IKG Bobot 
I KEC.  MAIWA 





121,339,286 2058 1.358% 0.340% 368 0.918% 0.321% 34.14 2.07% 0.21% 26.38 0.627% 0.188% 1.06% 15,950,995.63 137,290,000 
2 TUNCUNG 121,339,286 1341 0.885% 0.221% 101 0.252% 0.088% 5.93 0.36% 0.04% 41.37 0.984% 0.295% 0.64% 9,673,559.35 131,013,000 
3 PASANG 121,339,286 817 0.539% 0.135% 99 0.247% 0.086% 10.97 0.67% 0.07% 26.57 0.632% 0.190% 0.48% 7,208,463.88 128,548,000 
4 SALODUA 121,339,286 897 0.592% 0.148% 92 0.230% 0.080% 24.02 1.46% 0.15% 38.45 0.915% 0.274% 0.65% 9,792,681.06 131,132,000 




121,339,286 965 0.637% 0.159% 92 0.230% 0.080% 15.43 0.94% 0.09% 29.68 0.706% 0.212% 0.54% 8,229,252.49 129,569,000 
7 PALAKKA 121,339,286 664 0.438% 0.110% 178 0.444% 0.155% 9.83 0.60% 0.06% 35.36 0.841% 0.252% 0.58% 8,712,314.01 130,052,000 
8 TAPONG 121,339,286 1047 0.691% 0.173% 88 0.220% 0.077% 13.92 0.84% 0.08% 39.38 0.937% 0.281% 0.62% 9,286,985.48 130,626,000 




121,339,286 1946 1.284% 0.321% 176 0.439% 0.154% 27.69 1.68% 0.17% 23.31 0.554% 0.166% 0.81% 12,218,139.28 133,557,000 
11 BOIYA 121,339,286 1020 0.673% 0.168% 228 0.569% 0.199% 29.31 1.78% 0.18% 40.07 0.953% 0.286% 0.83% 12,551,395.55 133,891,000 
12 MATAJANG 121,339,286 1042 0.688% 0.172% 385 0.960% 0.336% 24.88 1.51% 0.15% 38.30 0.911% 0.273% 0.93% 14,079,144.41 135,418,000 
13 BARINGIN 121,339,286 989 0.653% 0.163% 480 1.197% 0.419% 18.07 1.10% 0.11% 34.13 0.812% 0.244% 0.94% 14,125,755.35 135,465,000 
14 LEBANI 121,339,286 945 0.624% 0.156% 523 1.305% 0.457% 15.37 0.93% 0.09% 33.48 0.796% 0.239% 0.94% 14,266,212.19 135,605,000 




16 PALADANG 121,339,286 1086 0.717% 0.179% 249 0.621% 0.217% 11.84 0.72% 0.07% 50.08 1.191% 0.357% 0.83% 12,469,183.92 133,808,000 
17 PARIWANG 121,339,286 464 0.306% 0.077% 61 0.152% 0.053% 8.63 0.52% 0.05% 36.72 0.873% 0.262% 0.44% 6,707,212.21 128,046,000 
18 KALUPPANG 121,339,286 638 0.421% 0.105% 104 0.259% 0.091% 10.65 0.65% 0.06% 52.19 1.241% 0.372% 0.63% 9,559,314.36 130,899,000 
19 ONGKO 121,339,286 763 0.504% 0.126% 225 0.561% 0.196% 13.50 0.82% 0.08% 44.29 1.054% 0.316% 0.72% 10,877,180.45 132,216,000 
20 TANETE 121,339,286 653 0.431% 0.108% 90 0.225% 0.079% 15.37 0.93% 0.09% 57.07 1.357% 0.407% 0.69% 10,371,269.76 131,711,000 
21 LABUKU 121,339,286 630 0.416% 0.104% 206 0.514% 0.180% 4.54 0.28% 0.03% 53.14 1.264% 0.379% 0.69% 10,426,851.04 131,766,000 
  




ENREKANG               
178,752,098 1,634,824,000 
22 RANGA 121,339,286 1179 0.778% 0.195% 777 1.938% 0.678% 19.46 1.18% 0.12% 44.45 1.057% 0.317% 1.31% 19,754,392.36 141,094,000 
23 BUTTU BATU 121,339,286 1782 1.176% 0.294% 288 0.718% 0.251% 29.26 1.78% 0.18% 29.07 0.691% 0.207% 0.93% 14,050,560.39 135,390,000 
24 TOKKONAN 121,339,286 665 0.439% 0.110% 236 0.589% 0.206% 25.34 1.54% 0.15% 57.49 1.368% 0.410% 0.88% 13,285,361.88 134,625,000 
25 KARUENG 121,339,286 2015 1.330% 0.332% 218 0.544% 0.190% 10.02 0.61% 0.06% 45.10 1.073% 0.322% 0.91% 13,672,831.92 135,012,000 
26 TALLU BAMBA 121,339,286 2392 1.579% 0.395% 798 1.991% 0.697% 35.15 2.13% 0.21% 44.03 1.047% 0.314% 1.62% 24,445,282.13 145,785,000 
27 TUNGKA 121,339,286 1445 0.954% 0.238% 198 0.494% 0.173% 26.71 1.62% 0.16% 26.59 0.632% 0.190% 0.76% 11,523,076.84 132,862,000 
28 KALUPPINI 121,339,286 1096 0.723% 0.181% 363 0.906% 0.317% 15.87 0.96% 0.10% 39.22 0.933% 0.280% 0.87% 13,196,634.62 134,536,000 
29 TOBALU 121,339,286 1027 0.678% 0.169% 215 0.536% 0.188% 21.10 1.28% 0.13% 58.46 1.391% 0.417% 0.90% 13,626,201.26 134,965,000 
30 CEMBA 121,339,286 1167 0.770% 0.193% 356 0.888% 0.311% 8.12 0.49% 0.05% 35.65 0.848% 0.254% 0.81% 12,185,632.08 133,525,000 
31 TEMBAN 121,339,286 1071 0.707% 0.177% 75 0.187% 0.065% 13.69 0.83% 0.08% 30.03 0.714% 0.214% 0.54% 8,147,744.21 129,487,000 
32 ROSOAN 121,339,286 1382 0.912% 0.228% 760 1.896% 0.664% 13.13 0.80% 0.08% 38.77 0.922% 0.277% 1.25% 18,843,541.51 140,183,000 
33 LEMBANG 121,339,286 986 0.651% 0.163% 467 1.165% 0.408% 9.95 0.60% 0.06% 60.28 1.434% 0.430% 1.06% 16,020,838.33 137,360,000 
  KEC. BARAKA                             161,571,034 1,617,642,000 
34 BANTI 121,339,286 1505 0.993% 0.248% 283 0.706% 0.247% 8.78 0.53% 0.05% 27.41 0.652% 0.196% 0.74% 11,239,223.76 132,579,000 
35 BONTONGAN 121,339,286 2787 1.839% 0.460% 557 1.389% 0.486% 27.14 1.65% 0.16% 26.46 0.629% 0.189% 1.30% 19,625,693.63 140,965,000 
36 SALUKANAN 121,339,286 1462 0.965% 0.241% 218 0.544% 0.190% 20.48 1.24% 0.12% 24.55 0.584% 0.175% 0.73% 11,038,968.91 132,378,000 




38 TIROWALI 121,339,286 1214 0.801% 0.200% 203 0.506% 0.177% 6.68 0.41% 0.04% 40.60 0.966% 0.290% 0.71% 10,687,818.11 132,027,000 
39 Pepandungan 121,339,286 2090 1.379% 0.345% 491 1.225% 0.429% 22.85 1.39% 0.14% 38.84 0.924% 0.277% 1.19% 17,959,985.89 139,299,000 
40 KENDENAN 121,339,286 1189 0.785% 0.196% 239 0.596% 0.209% 22.46 1.36% 0.14% 26.32 0.626% 0.188% 0.73% 11,007,466.16 132,347,000 
41 PARANGIAN 121,339,286 1103 0.728% 0.182% 329 0.821% 0.287% 4.43 0.27% 0.03% 40.39 0.961% 0.288% 0.78% 11,843,494.40 133,183,000 
42 JANGGURARA 121,339,286 1214 0.801% 0.200% 345 0.861% 0.301% 13.57 0.82% 0.08% 30.61 0.728% 0.218% 0.80% 12,114,875.16 133,454,000 
43 KADINGEH 121,339,286 1456 0.961% 0.240% 790 1.971% 0.690% 10.25 0.62% 0.06% 37.26 0.886% 0.266% 1.26% 18,997,624.75 140,337,000 












121,339,286 2690 1.775% 0.444% 313 0.781% 0.273% 10.98 0.67% 0.07% 22.67 0.539% 0.162% 0.95% 14,277,416.69 135,617,000 
47 SIAMBO 121,339,286 1215 0.802% 0.200% 125 0.312% 0.109% 7.20 0.44% 0.04% 26.85 0.639% 0.192% 0.54% 8,227,632.14 129,567,000 
48 MAMPU 121,339,286 1413 0.933% 0.233% 248 0.619% 0.217% 12.70 0.77% 0.08% 29.11 0.693% 0.208% 0.73% 11,090,930.93 132,430,000 
49 PEKALOBEAN 121,339,286 2042 1.348% 0.337% 206 0.514% 0.180% 11.70 0.71% 0.07% 27.59 0.656% 0.197% 0.78% 11,848,616.34 133,188,000 
50 SINGKI 121,339,286 1509 0.996% 0.249% 358 0.893% 0.313% 4.48 0.27% 0.03% 25.05 0.596% 0.179% 0.77% 11,588,326.00 132,928,000 
51 SALU DEWATA 121,339,286 1020 0.673% 0.168% 208 0.519% 0.182% 7.64 0.46% 0.05% 38.84 0.924% 0.277% 0.67% 10,168,076.43 131,507,000 
52 TINDALUN 121,339,286 926 0.611% 0.153% 79 0.197% 0.069% 14.54 0.88% 0.09% 35.72 0.850% 0.255% 0.56% 8,529,346.06 129,869,000 
53 BUBUN LAMBA 121,339,286 1180 0.779% 0.195% 250 0.624% 0.218% 5.17 0.31% 0.03% 27.91 0.664% 0.199% 0.64% 9,716,576.28 131,056,000 
54 TAMPO 121,339,286 1102 0.727% 0.182% 336 0.838% 0.293% 13.96 0.85% 0.08% 36.57 0.870% 0.261% 0.82% 12,395,313.80 133,735,000 
55 BATUNONI 121,339,286 1765 1.165% 0.291% 553 1.379% 0.483% 6.03 0.37% 0.04% 37.73 0.897% 0.269% 1.08% 16,305,386.59 137,645,000 
56 SARURAN 121,339,286 864 0.570% 0.143% 98 0.244% 0.086% 4.89 0.30% 0.03% 26.32 0.626% 0.188% 0.45% 6,729,258.38 128,069,000 
57 MENDATTE 121,339,286 765 0.505% 0.126% 131 0.327% 0.114% 7.16 0.43% 0.04% 24.65 0.586% 0.176% 0.46% 6,945,128.64 128,284,000 
  KEC. ALLA                             66,092,837 672,790,000 
58 MATA ALLO 121,339,286 1212 0.800% 0.200% 348 0.868% 0.304% 4.36 0.26% 0.03% 37.53 0.893% 0.268% 0.80% 12,050,613.88 133,390,000 




60 PANA 121,339,286 2420 1.597% 0.399% 392 0.978% 0.342% 5.86 0.36% 0.04% 27.69 0.659% 0.198% 0.97% 14,718,359.96 136,058,000 
61 TAULO 121,339,286 1273 0.840% 0.210% 222 0.554% 0.194% 4.83 0.29% 0.03% 39.56 0.941% 0.282% 0.72% 10,804,092.89 132,143,000 
62 BOLANG 121,339,286 1289 0.851% 0.213% 444 1.108% 0.388% 6.07 0.37% 0.04% 25.19 0.599% 0.180% 0.82% 12,336,533.57 133,676,000 
  KEC. BUNGIN                             83,035,194 811,071,000 
63 BUNGIN 121,339,286 1450 0.957% 0.239% 391 0.975% 0.341% 72.12 4.38% 0.44% 38.58 0.918% 0.275% 1.29% 19,533,872.47 140,873,000 
64 TALANG RILAU 121,339,286 496 0.327% 0.082% 238 0.594% 0.208% 18.92 1.15% 0.11% 51.90 1.235% 0.370% 0.77% 11,699,780.29 133,039,000 
65 BARUKA 121,339,286 638 0.421% 0.105% 238 0.594% 0.208% 31.33 1.90% 0.19% 50.23 1.195% 0.358% 0.86% 13,010,407.81 134,350,000 
66 BANUA 121,339,286 554 0.366% 0.091% 271 0.676% 0.237% 49.22 2.99% 0.30% 48.24 1.147% 0.344% 0.97% 14,661,587.15 136,001,000 
67 SAWITO 121,339,286 722 0.477% 0.119% 419 1.045% 0.366% 12.53 0.76% 0.08% 50.67 1.205% 0.362% 0.92% 13,931,152.17 135,270,000 
68 BULO 121,339,286 730 0.482% 0.120% 195 0.486% 0.170% 6.56 0.40% 0.04% 48.33 1.149% 0.345% 0.68% 10,198,393.91 131,538,000 
  KEC. CENDANA 
 
                          64,375,389 913,750,000 
69 CENDANA 121,339,286 1335 0.881% 0.220% 268 0.669% 0.234% 5.93 0.36% 0.04% 22.05 0.525% 0.157% 0.65% 9,779,184.19 131,118,000 
70 TAULAN 121,339,286 1887 1.245% 0.311% 128 0.319% 0.112% 6.25 0.38% 0.04% 23.33 0.555% 0.166% 0.63% 9,475,620.76 130,815,000 
71 PINANG 121,339,286 1102 0.727% 0.182% 118 0.294% 0.103% 6.53 0.40% 0.04% 25.97 0.618% 0.185% 0.51% 7,698,128.20 129,037,000 
72 MALALIN 121,339,286 737 0.486% 0.122% 73 0.182% 0.064% 7.89 0.48% 0.05% 39.96 0.951% 0.285% 0.52% 7,827,865.11 129,167,000 
73 KARRANG 121,339,286 299 0.197% 0.049% 188 0.469% 0.164% 20.19 1.23% 0.12% 31.06 0.739% 0.222% 0.56% 8,420,654.70 129,760,000 
74 LEBANG 121,339,286 1049 0.692% 0.173% 291 0.726% 0.254% 6.46 0.39% 0.04% 35.54 0.845% 0.254% 0.72% 10,871,454.40 132,211,000 
75 PUNDI LEMO 121,339,286 1449 0.956% 0.239% 220 0.549% 0.192% 6.06 0.37% 0.04% 30.03 0.714% 0.214% 0.68% 10,302,481.90 131,642,000 
  KEC. CURIO 
 








121,339,286 2272 1.500% 0.375% 874 2.180% 0.763% 30.22 1.83% 0.18% 38.45 0.915% 0.274% 1.60% 24,095,647.22 145,435,000 
78 BUNTU PEMA 121,339,286 1772 1.170% 0.292% 249 0.621% 0.217% 9.07 0.55% 0.06% 52.27 1.243% 0.373% 0.94% 14,160,619.69 135,500,000 
79 PAROMBEAN 121,339,286 1701 1.123% 0.281% 861 2.148% 0.752% 29.93 1.82% 0.18% 42.97 1.022% 0.307% 1.52% 22,962,832.29 144,302,000 
80 TALLUNG URA 121,339,286 987 0.651% 0.163% 373 0.930% 0.326% 24.47 1.48% 0.15% 41.21 0.980% 0.294% 0.93% 14,059,076.10 135,398,000 




82 CURIO 121,339,286 2182 1.440% 0.360% 487 1.215% 0.425% 35.02 2.13% 0.21% 58.07 1.381% 0.414% 1.41% 21,323,326.09 142,663,000 
83 MEKKALA 121,339,286 1131 0.746% 0.187% 263 0.656% 0.230% 8.47 0.51% 0.05% 52.88 1.258% 0.377% 0.84% 12,759,162.70 134,098,000 
84 SUMBANG 121,339,286 1198 0.791% 0.198% 460 1.148% 0.402% 12.55 0.76% 0.08% 32.49 0.773% 0.232% 0.91% 13,700,871.84 135,040,000 
85 MANDALAN 121,339,286 701 0.463% 0.116% 173 0.432% 0.151% 9.79 0.59% 0.06% 53.23 1.266% 0.380% 0.71% 10,660,275.05 132,000,000 
86 SALASSA 121,339,286 843 0.556% 0.139% 268 0.669% 0.234% 6.99 0.42% 0.04% 49.90 1.187% 0.356% 0.77% 11,651,347.48 132,991,000 
  KEC. MALUA                             64,189,436 913,564,000 




121,339,286 1061 0.700% 0.175% 323 0.806% 0.282% 5.99 0.36% 0.04% 27.34 0.650% 0.195% 0.69% 10,397,114.25 131,736,000 
89 RANTE MARIO 121,339,286 830 0.548% 0.137% 184 0.459% 0.161% 4.03 0.24% 0.02% 30.83 0.733% 0.220% 0.54% 8,185,631.69 129,525,000 
90 TANGRU 121,339,286 1351 0.892% 0.223% 405 1.010% 0.354% 7.28 0.44% 0.04% 26.83 0.638% 0.191% 0.81% 12,263,906.57 133,603,000 
91 KOLAI 121,339,286 1041 0.687% 0.172% 66 0.165% 0.058% 4.55 0.28% 0.03% 36.68 0.872% 0.262% 0.52% 7,832,443.86 129,172,000 
92 DULANG 121,339,286 916 0.605% 0.151% 170 0.424% 0.148% 8.83 0.54% 0.05% 36.14 0.860% 0.258% 0.61% 9,226,643.59 130,566,000 
93 BUNTU BATUAN 121,339,286 759 0.501% 0.125% 175 0.437% 0.153% 5.85 0.35% 0.04% 37.24 0.886% 0.266% 0.58% 8,746,995.74 130,086,000 
 Kec. Buntu 
Batu               
141,053,403 1,111,769,000 
94 PASUI 121,339,286 2211 1.459% 0.365% 268 0.669% 0.234% 14.56 0.88% 0.09% 30.80 0.733% 0.220% 0.91% 13,694,843.40 135,034,000 
95 ERAN BATU 121,339,286 970 0.640% 0.160% 267 0.666% 0.233% 19.39 1.18% 0.12% 36.32 0.864% 0.259% 0.77% 11,628,242.35 132,968,000 




121,339,286 1584 1.045% 0.261% 404 1.008% 0.353% 24.12 1.46% 0.15% 36.46 0.867% 0.260% 1.02% 15,411,815.29 136,751,000 
98 LEDAN 121,339,286 1704 1.125% 0.281% 653 1.629% 0.570% 30.35 1.84% 0.18% 37.19 0.885% 0.265% 1.30% 19,643,517.85 140,983,000 
99 LUNJEN 121,339,286 1858 1.226% 0.307% 530 1.322% 0.463% 8.93 0.54% 0.05% 34.26 0.815% 0.244% 1.07% 16,125,762.57 137,465,000 
100 LANGDA 121,339,286 1378 0.909% 0.227% 524 1.307% 0.458% 11.64 0.71% 0.07% 41.49 0.987% 0.296% 1.05% 15,878,251.34 137,218,000 




Sumber data: BPMPD Kabupaten Enrekang 
Keterangan 
ADDM Kabupaten Enrekang: Rp. 13,590,000,000,- 
ADDP Kabupaten Enrekang: Rp. 1,510,000,000,- 
Total ADD Kabupaten Enrekang: Rp. 15.100.000.000,- 
 
KEC. MASALLE 
              
134,581,665 862,615,000 
102 MASALLE 121,339,286 2550 1.683% 0.421% 1257 3.136% 1.097% 16.04 0.97% 0.10% 33.41 0.795% 0.238% 1.85% 27,995,363.34 149,335,000 
103 BATU KE'DE 121,339,286 2627 1.734% 0.433% 547 1.365% 0.478% 9.32 0.57% 0.06% 35.24 0.838% 0.251% 1.22% 18,407,854.65 139,747,000 




2503 1.652% 0.413% 737 1.839% 0.643% 9.75 0.59% 0.06% 31.18 0.742% 0.222% 1.34% 20,206,019.10 141,545,000 




1954 1.290% 0.322% 644 1.607% 0.562% 9.63 0.58% 0.06% 40.07 0.953% 0.286% 1.23% 18,559,084.21 139,898,000 
 
KEC. BAROKO 
              
84,172,956 690,869,000 
108 BAROKO 121,339,286 1990 1.313% 0.328% 482 1.202% 0.421% 11.22 0.68% 0.07% 32.66 0.777% 0.233% 1.05% 15,859,944.83 137,199,000 




121,339,286 2239 1.478% 0.369% 470 1.172% 0.410% 13.00 0.79% 0.08% 39.13 0.931% 0.279% 1.14% 17,182,086.10 138,521,000 
111 TONGKO 121,339,286 2724 1.798% 0.449% 878 2.190% 0.767% 11.18 0.68% 0.07% 28.94 0.688% 0.207% 1.49% 22,505,599.29 143,845,000 








Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, 
penetapan besaran ADD di Kabupaten Enrekang belum ditetapkan 
sesuai amanat UU Desa no 6 tahun 2014 yaitu 10 % dari dana 
perimbangan yang diterima kabupaten kota setelah dikurangi dana 
alokasi khusus (DAK). Sementara untuk penyaluran ADD di masing-
masing desa di kebuapten Enrekang telah sesuai dengan peraturan 
penyaluran ADD yang telah diformulasikan dalam Peraturan Bupati 
Kabupaten Enrekang yaitu 90 % dari total ADD kabupaten Enrekang 
dibagi secara merata kepada seluruh desa di Kabupaten Enrekang 
dan 10 % dibagi berdasarkan indikator jumlah penduduk, jumlah 
penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis 
 Total ADD untuk untuk semua desa di Kecamatan Buntu Batu 
yaitu Rp. 1.111.769.000. 
1) Desa Pasui 
a. Rasio JP =  
2211
151.516
= 1.459 % 
b. Bobot JP =  25% x 0,01459 = 0,365 % 




d. Bobot JPM =  35% x 0,00669 = 0,234% 












h. Bobot IKG =  30% x 0,73% = 0,220% 
i. Total Bobot = 0,365 %+ 0,234%+ 0,09%+ 0,220%=0,91% 
j. ADDP =  0,091x 1.510.000.000 = 13.694.843.40 
k. Jumlah total ADD Desa pasui adalah Rp. 121.339.286 
+ Rp. 13,694,843.40 = Rp. 135,034,000,- 
2) Desa Eran Batu 
a. Rasio JP =  
970
151.516
= 0,640 % 
b. Bobot JP =  25% x 0,640 = 0,160 % 




d. Bobot JPM =  35% x 0,666% = 0,233% 




f. Bobot LW =  10% x 118% = 0,12% 




h. Bobot IKG =  30% x 0,864% = 0,259% 
i. Total Bobot = 0,160 %+ 0,233%+ 0,12%+ 0,259%=0,77% 
j. ADDP =  0,77x 1.510.000.000 = 11,628,242.35 
k. Jumlah total ADD Desa Eran Batu adalah Rp. 121.339.286 







3) Desa Latimojong 
 
a. Rasio JP =  
2250
151.516
= 1,485 % 
b. Bobot JP =  25% x 0,01485 = 0,371 % 




d. Bobot JPM =  35% x 2,619 = 0,917% 




f. Bobot LW =  10% x 1,40 = 0,14% 




h. Bobot IKG =  30% x 0,994% = 0,298% 
i. Total Bobot = 0,731 %+ 0,917%+ 0,14%+ 0,298%=1,73% 
j. ADDP =  1,73%x 1.510.000.000 = 26.073.597.60 
k. Jumlah total ADD Desa Latimojong adalah Rp. 121.339.286 
+ Rp. 26.073.597.60 = Rp. 147,413,000,- 
 
4) Desa Buntu Mondong 




b. Bobot JP =  25% x 1,045 = 0,261% 




d. Bobot JPM =  35% x 1,008 = 0,353% 












h. Bobot IKG =  30% x 0,867% = 0,260% 
i. Total Bobot = 0,261 %+ 0,353%+ 0,15%+ 0,260%=1,02% 
j. ADDP =  1,02x 1.510.000.000 = 15.411.815,29 
k. Jumlah total ADD Desa Buntu Mondong adalah Rp. 121.339.286 
+ Rp. 15.411.815,29 = Rp. 136,751,000,- 
5) Desa Ledan 




b. Bobot JP =  25% x 1,125% = 0,281 % 




d. Bobot JPM =  35% x 1,629 = 0,570% 




f. Bobot LW =  10% x 1,84% = 0,18% 




h. Bobot IKG =  30% x 0,885% = 0,265% 
i. Total Bobot = 1,625%+ 0,570%+ 0,18%+ 0,265%=1,30% 
j. ADDP =  1,30x 1.510.000.000 = 19.643.517.85 
k. Jumlah total ADD Desa ledan adalah Rp. 121.339.286 





6) Desa Lunjen 
a. Rasio JP =  
1858
151.516
= 1,226 % 
b. Bobot JP =  25% x 1,226% = 0,307 % 




d. Bobot JPM =  35% x 1,322% = 0,463% 




f. Bobot LW =  10% x 0,54 = 0,05% 




h. Bobot IKG =  30% x 0,815% = 0,224% 
i. Total Bobot = 0,307 %+ 1,322%+ 0,05%+ 0,224%=1,05% 
j. ADDP =  1,05x 1.510.000.000 = 16.125.762,57 
k. Jumlah total ADD Desa Lunjen adalah Rp. 121.339.286 
+ Rp. 16.125.762,57 = Rp. 137.465.000,- 
7) Desa Langda 
a. Rasio JP =  
1378
151.516
= 0,909 % 
b. Bobot JP =  25% x 0,909 = 0,227 % 




d. Bobot JPM =  35% x 1,307 = 0,458% 












h. Bobot IKG =  30% x 0,987% = 0,296% 
i. Total Bobot = 0,227 %+ 0,458%+ 0,07%+ 0,296%=1,05% 
j. ADDP =  0,091x 1.510.000.000 = 15.878.251,34 
k. Jumlah total ADD Desa Langda adalah Rp. 121.339.286 
+ Rp. 15.878.251,34 = Rp. 137,218,000,- 
8) Desa Potok Ullin 
a. Rasio JP =  
1880
151.516
= 1,241 % 
b. Bobot JP =  25% x 1,241 = 0,310% 




d. Bobot JPM =  35% x 2,028 = 0,710% 




f. Bobot LW =  10% x 1,56 = 0,16% 




h. Bobot IKG =  30% x 1,069% = 0,321% 
i. Total Bobot = 0,310 %+ 0,710%+ 0,16%+ 0,321%=1,50% 
j. ADDP =  1,50x 1.510.000.000 = 22.597.372,28 
k. Jumlah total ADD Desa Potok Ullin adalah Rp. 121.339.286 






                                    JUMLAH PAGU ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN BUNTU BATU 
Sumber Data: BPMPD Kabupaten Enrekang 





















                            141,053,403 1,111,769,000 
1 PASUI 
     
121,339,286  
2211 1.459% 0.365% 268 0.669% 0.234% 14.56 0.88% 0.09% 30.80 0.733% 0.220% 0.91% 13,694,843.40 135,034,000 
2 ERAN BATU 
     
121,339,286  
970 0.640% 0.160% 267 0.666% 0.233% 19.39 1.18% 0.12% 36.32 0.864% 0.259% 0.77% 11,628,242.35 132,968,000 
3 LATIMOJONG 
     
121,339,286  




     
121,339,286  
1584 1.045% 0.261% 404 1.008% 0.353% 24.12 1.46% 0.15% 36.46 0.867% 0.260% 1.02% 15,411,815.29 136,751,000 
5 LEDAN 
     
121,339,286  
1704 1.125% 0.281% 653 1.629% 0.570% 30.35 1.84% 0.18% 37.19 0.885% 0.265% 1.30% 19,643,517.85 140,983,000 
6 LUNJEN 
     
121,339,286  
1858 1.226% 0.307% 530 1.322% 0.463% 8.93 0.54% 0.05% 34.26 0.815% 0.244% 1.07% 16,125,762.57 137,465,000 
7 LANGDA 
     
121,339,286  
1378 0.909% 0.227% 524 1.307% 0.458% 11.64 0.71% 0.07% 41.49 0.987% 0.296% 1.05% 15,878,251.34 137,218,000 
 
POTOK ULIN 
     
121,339,286  




4.3 Pelaksanaan asas-asas pengelolaan keuangan dalam penggunaan 
alokasi dana desa (ADD) di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten 
Enrekang 
Asas pengelolaan keuangan desa adalah nilai-nilai yang 
menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan 
prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap 
tindakan pengelolaan keuangan desa. Asas dan prinsip tidak berguna 
bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 
2014, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, asas 
akuntabilitas, asas partisipatif dan asas tertib dan disiplin anggaran. 
Untuk melihat penerapan asas pengelolaan keuangan desa 
dalam hal ini adalah ADD maka penulis melakukan penelitian terhapan 
pengelolaan ADD mulai dari perencanaan, pelaksanaan. Penatausahan, 
pelaporan dan pertanggung jawaban. 
a. Perencanaan 
 Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan 
desa yang penggunannya terintregasi dengan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan 
dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah 
forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan 




perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa. serta 
transparansi pemerintah kepada masyarakat.  
Partisipatif mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan 
dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik 
secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan 
yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan Keuangan Desa, 
sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan 
dan pertanggugjawaban wajib melibatkan masyarakat para 
pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya 
kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan 
pembangunan di Desa.  
Sementra transparan dalam pengelolaan keuangan 
mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara 
terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak 
masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya 
yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan 
perundang-undangan. Dengan demikian, asas transparan menjamin 
hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap 
tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi 




Dalam  pengelolaan  ADD,  pemberiannya  berasal  dari  
APBD Kabupaten/Kota  yang  bersumber  dari  bagian  dana  
perimbangan  keuangan pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh  
kabupaten/kota  untuk  desa  paling sedikit 10%. Tujuan 
diberikannya Alokasi Dana Desa adalah  untuk  meningkatkan  
penyelenggaraan  pemerintah  desa  dalam melaksanakan 
pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hasil dari 
musyawarah penyusunan rencana kegiatan anggaran yang sudah 
dilaksanakan kemudian dibuatkan berita acara dan dituangkan 
dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).  
Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan  pada  saat  
menjelang  awal  tahun  anggaran  baru  atau berakhirnya  tahun  
anggaran berjalan.  Musyawarah  penyusunan  DURK bertujuan  
untuk  menentukan  rencana-rencana  kegiatan  yang  nantinya 
didanai  dengan  ADD  baik  rencana  kegiatan  untuk  pembangunan  
yang  di arahkan  pada  kepentingan  masyarakat/publik  secara  
umum  maupun kegiatan  operasional  rutin  pelaksanaan  
pemerintahan  desa.  DURK merupakan gambaran dari rencana 
kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan anggaran 
ADD.  
Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang 




bertujuan  untuk menyampaikan  aspirasi  mengenai  usulan  
kegiatan  yang  menjadi kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat. 
Stake  holder yang  ada  dalam masyarakat pada umumnya akan 
mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan mereka. 
Sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin 
melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga akan semakin dapat 
mengakomodir banyak kepetingan yang ada.  
Pada proses perencanaan ADD di awali dengan penyusunan 
rencana prioritas  kegiatan  desa  yang  dibiayai  ADD  yang  
dilakukan  oleh  pihak pemerintah  desa  dan  BPD.  Untuk  
menyusun  rencana  Kegiatan  tersebut harus  melibatkan  partisipasi  
seluruh  komponen  yang  ada  di  desa  baik lembaga  
kemasyarakatan  maupun  masyarakat  umum  melalui  forum 
musyawarah tingkat desa. Hal tersebut diterangkan oleh sekertaris 
Desa Potok Ullin, Junaidi: 
“…sebelum melakukan musrenbangdes pertama-tama harus 
mencari tahu berapa jumlah pagu anggaran ADD yang 
diterima. Perencanaan dilakukan bersama kelopok-
kelompok masyarakat melalui musyawarah desa sebelum 
kembali dibahas di forum musrenbang kecamatan.” 
(wawancara pada 21 januari 2016) 
 
Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa 




“Sebelum menetapkan rencana kerja kami terlebih dahulu 
melakukan murenbangdes bersama dengan tokoh-tokoh 
masyarakat.” (wawancara pada 28 Januari 2016) 
 
Pernayataan tersebut juga dibenarkan oleh salah satu 
pengrus kelompok tani kecamatan Buntu Batu yang telah dilibatkan 
dalam kegiatan Musrenbangdes. 
“….kami diundang setiap akan diadakan pembahasan 
rencana pembangunan desa untuk menyampaikan usulan 
kegiatan yang akan akan dibuat oleh kelompok tani.” 
(wawancara pada 4 februari  2016) 
 
Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada 
masyarakat di Kecamatan Buntu Batu yang tidak termasuk dalam 
kelompok LPMD terkait keterlibatan dan pengetahuan mereka 
mengenai ADD. Kebanyakan dari masyarakat yang menjadi 
responden dalam penelitian ini tidak memahami dan mengetahui 
tentang ADD.  
“Dulu biasa lihat kalau ada pembangunan ada tulisannya 
ADD tapi saya tidak tau apa itu ADD.” (wawancara pada 05 
Februari 2016) 
 
“tidak tau juga. Saya tidak pernah liat kegiatan yang 
dipanggil semua masyarakat.” (wawancara pada 07 Februari 
2016) 
 
“Tidak dipanggil… kepala dusun saja sama ketua RT yang 





Terkaiat dengan pelibatan masyarakat secara umum dalam 
musrenbangdes pemerintah desa di kecamatan Buntu Batu memiliki 
persefsi yang sama bahwa ada bebrapa penyebab yang tidak 
memungkinkan untuk melibatkan seluruh masyarakat. Hal ini 
disampaikan oleh Sekertaris Desa Potok Ullin: 
“Tidak diundang semua masyarakat karena tidak ada tempat 
yang muat.” (wawancara pada 21 januari 2016) 
 
Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh kepala Desa 
Ledan dan kepala Desa Pasui:  
“kalau masalah transparansi kepada masyarakat kan tidak 
mungkin kita mau datangi satu-satu untuk dikasih tau bahwa 
ada bantuan ADD. Kita hanya sampaikan informasi melalui 
Kepala Dusun atau RT.” (kepala Desa Ledan: wawancara 
pada 28 januari 2016) 
 
“yang diundang hanya tokoh masyarakat saja. Informasi 
lainnya biasa di umumkan di masjiid” (wawancara pada 08 
Februari 2016) 
 
Kegiatan  selanjutnya  dalam  proses  perencanaan  ADD  
setelah penyusunan  usulan  prioritas  rencana  kegiatan  Desa  yang  
dibiayai  ADD adalah  penyusunan  Rencana  Kerja  Anggaran  
(RKA). Dalam  RKA Pemerintah  Desa  harus  mengacu  pada  
usulan  rencana  kegiatan  desa  yang telah disepakati dan disahkan 





“…. Yang sudah disepakati di musrenbangdes itu kemudian 
diberita acarakan sebagai usulan rencana kegiatan” 
(wawancara pada 28 januari 2016) 
 
Dalam  penyusunan  RKA oleh  pemerintah  desa  di 
Kecamatan Buntu Batu juga menerangkan  pembahasan  mengenai  
rencana  tahap-tahap  penggunaan anggaran  pada  kegiatan  yang  
akan  dilaksanakan. Hal  ini  dilakukan  karna ADD  terealisasi  
dalam  dua tahap pencairan,  sehingga  dengan  sudah tersusunnya  
tahap-tahap  penggunan  anggaran  maka  pelaksanaan  kegiatan 
dapat  berjalan  sesuai  dengan  jadwal  prioritas  rencana  waktu  
pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Selain itu dalam 
pencairan disyaratkan untuk terlebih  dahulu  harus  melampirkan  
rencana  tahap-tahap  penggunaan anggaran  untuk  mendanai  
kegiatan  yang  ingin  dilaksanakan,  hal  ini  perlu dilakukan  supaya  
dalam  penggunaan  anggaran  pada  setiap  tahap  dapat 
dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  rencana  awal  tahap-tahap 
penggunaan anggaran. 
DURK  yang  telah  disusun  oleh  pemerintah  desa  di  
ajukan  kepada bupati kabupaten Enrekang, Kepala Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMPD) melalui camat untuk 
dilakukan verifikasi, Asistensi dan verifikasi RKA  desa  di  lakukan  




pejabat  yang  berwenang  dalam  legislasi  RKA/DPA  adalah kepala 
BPMD, Kesra (Kesejahteraan Rakyat) di sekretariat kabupaten, dan 
Camat  setempat.  Apabila  dalam  proses  verifikasi  ternyata  masih  
ada kekurangan  dan  kesalahan  maka  Pemerintah  Desa  wajib  
melakukan perbaikan  sampai  DURK  yang  di  ajukan  dinyatakan  
lolos  oleh  tim  verifikasi.  
DURK yang telah dinyatakan lolos oleh tim verifikasi maka 
setelah itu dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran/DPA 
yang kemudian disahkan  oleh  pejabat  yang  berwenang.  Setelah  
DPA  disahkan  maka selanjutnya  harus  masuk  ke  dalam  
komponen  belanja  APBDesa,  karena dokumen  RKA  dan  DPA  
ADD  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari APBDesa tahun 
berjalan. 
Penjelasan perencanaan penggunaan ADD juga 
diterangkan oleh bebrapa responden yang penulis wawancarai. 
Salah satunya yaitu Kepala Desa Latimojong: 
“.. setelah ditandatangani BPD kemudian diperiksa  oleh 
kecamatan kemudian dibawa ke BPMPD Enrekang. Kalau 
sudah benar baru dijilid.” (wawancara pada 29 januari 2016) 
 
Pernyataan yang lain mengenai perencanaan penggunaan 
ADD juga disampaikan oleh Camat buntu Batu yang diwakili oleh 




“kita verifikasi kesesuaiannya dengan hasil musrenbang dan 
keseuiannya dengan ketentuan peraturan pembuatan RKA. 
” (wawancara pada 18 januari 2016).  
 
Untuk melihat keseuaian perencanaan yang dibuat oleh 
pemerintah desa maka tim verifiasi BPMPD Kabupaten Enrekang 
terlebih dahulu memeriksa RKA yang diusulkan sebelum dilanjutkan 
ke pihak dinas keuangan untuk dilakukan penciran. Hal tersebut 
diterangkan oleh Bapak Muhammad Syukri, S.Ip: 
“setelah di verifikasi dan sudah sesuai dengan ketentuan 
kemudian akan dilanjutkan kepada dinas keuangan 
Enrekang untuk diproses pencairannya.” (wawancara pada 
21 januari 2016) 
 
Dari hasil wawancara dan juga pengamatan secara 
langsung yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa 
perencanaan ADD di Kecamatan Buntu Batu telah dilakukan sesuai 
dengan tahap-tahap perencanaan pengelolaan ADD.  Disisi lain 
melalui perencanaan penggunaan ADD dapat diketahui  penerapan 
prinsip partisipatif telah diterapkan yaitu dengan melibatkan 
masyarakat melalui perwakilan kelompok masyarakat dalam 
musrenbangdes. Namun, dalam  penyusunan  rencana  kegiatan  
penggunaan  ADD  ternyata pihak-pihak  yang  dilibatkan  belum  
bisa  mewakili  untuk  memperjuangkan kepentingan  dan  aspirasi  




dihadirkan  untuk  melegitimasi  yang  sebelumnya merupakan 
keinginan dari pemerintah desa dan beberapa elit desa saja. Hal ini  
tentunya  berakibat  pada  perencanaan  yang  dihasilkan  tidak  
partisipatif karena  tidak  mencerminkan  keinginan  masyarakat  
desa  secara  umum  di desa melainkan keinginan atau kepentingan 
pihak pemerintah desa dan para elit desa. 
Begitu pula dengan penerapan prinsip transparan bahwa 
dalam rencana penggunaan ADD penyampaian informasi terkait 
adanya bantuan dana berupa ADD ataupun dana yang lainnya 
belum diketahui secara umum oleh masyarakat di kecamatan Buntu 
Batu. Dengan  tidak  terwakilinya  kepentingan-kepentingan  
masyarakat secara umum dalam penentuan kebijakan penggunaan 
ADD sehingga dalam proses  penyusunan  rencana  kegiatan  dan  
penganggaran  sesuai dengan tataran penentuan perencanaan. 
b. Pelaksanaan  
Dalam penyusunan stuktur pelaksana kegiatan ADD 
disesuaikan dengan Permendagri No 113 tentang pedoman 
pelaksanaan keuangan desa. Sementara untuk menindaklanjuti 
peratutan tersebut kepala desa diberikan wewenang dalam 
membentuk pelaksana teknis pengelola keuangan desa (PTPKD). 





“Struktur pengelola ADD diatur dalam permendagri no 113 
kemudian dalam menentukan pelaksana teknis kegiatan 
diserahkan kepada kepala desa.” (wawancara pada 21 
Januari 2016) 
 
Dalam pelaksanaan ADD kepala desa bertindak sebagai 
penanggungjawab pengelolaan kegiatan yang bersumber dari ADD. 
Hal ini dibenarkan oleh kepala desa Latimojong: 
“saya hanya sebagai penanggungjawab saja untuk 
pelaksana kegiatan dilakukan oleh masing-masing kaur 
sesuai bidangnya.” (wawancara pada 29 Januari 2016) 
 
Hal senada juga disampaikan oleh sekertaris desa Potok 
Ullin bahwa koordinator kegitan pelaksanaan ADD disesuaikan 
dengan bidangnya. 
“Kalau ketua pelaksana kegiatan beda-beda sesuai 
bidangnya masing-masing. Misalnya kegiatan pemerintahan 
yang laksanakan itu kaur pemerintahan.” (wawancara pada 
21 Januari 2016) 
 
Sekertaris desa selaku koordinator pelaksana teknis 
pengelolaan keuangan desa dalam hal ini  pengelolaan ADD yang 
terintegrasi dengan APBDesa memiliki tugas sebagi berikut: 
a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; 
b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang  APBDesa, 





c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang 
telah ditetapkan dalam APBDesa; 
d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBDesa; dan 
e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan 
pengeluaran  APBDesa.26 
Berkaitan dengan peran sekertaris desa dalam pengelolaan 
ADD penulis melakukan wawancara kepada sekertaris di Kecamatan 
Buntu Batu. Salah satu sekertaris desa di kecamatan Buntu Batu 
menyampaikan bahwa beliau tidak dilibatkan dalam pelaksanaan 
ADD.  
“Saya tidak tahu mengenai anggaran desa. Kalau 
pembuatan laporan bukan saya yang kerjakan.  Kalau mau 
cari data silahkan langsung ke kepala desa atau bendahara 
desa.” (kamis 11 Februai 2016) 
 
Dalam wawancara yang terpisah kepala desa Ledan 
memberikan keterangan bahwa dalam pengelolaan ADD bendahara 
yang tugasnya menerima,  menyimpan, menyetorkan/ membayar, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan 
pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka 
pelaksanaan APBDesa termasuk didalamnya adalah ADD juga 
diangkat sekaligus sebagi ketua pelaksana kegiatan. Hal tersebut 
                                                             




merupakan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan karena 
rangkap jabatan. Namun kejadian tersebut dikarenakan kepala desa 
Ledan pada saat itu belum tahu mengenai hal tersebut.   
“Bendahara juga sekaligus sebagai ketua pengelola ADD 
tetapi ternyata itu dianggap pelanggaran. Hal tersebut terjadi 
karena sebelumnya saya tidak tahu bahwa tidak 
diperbolehkan seperti itu.” (wawancara pada 28 januari 
2016) 
  
Terkait dengan pelaksanaan ADD penulis juga melihat 
bagimana penggunaanmya. Dalam perbup kabupaten Enrekang no 
16 tahun 2015 penggunaan ADD terdiri atas : 
1) Belanja wajib / tunjangan ( Penghasilan tetap Kepala Desa dan 
perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa dan sekretaris 
Desa Non PNS 
2) Belanja operasional pemerintah desa dan BPD 
3) Belanja Insentif RT/RW 
4) Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa 
5) Belanja Pembangunan Desa  
6) Belanja Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan Kapasitas 







Penggunaan ADD Desa Potok Ullin 
Penggunaan ADD Desa Potok Ullin 
No Bidang Pembiayaan Pagu Anggaran 
Rincian 
Anggaran 
1 Penghasilan tetap dan tunjangan 
- Penghasilan kepala desa 
- Kepala seksi 4 orang 
- Kepala dusun 6 orang 
- Tunjangan kepala desa 




Rp.   6.000.000 
2 Operasional perkantoran 
- ATK 
- Perangko, Materei & benda pos 
lainnya 
- Cetak, penggandaan & foto copy 
- Belanja pakaian dinas 
- Belanja perjalanan dinas dalam 
daerah 
- Belanja honor  tim pengadaan 
barang dan jasa 
Rp. 21.970.500,-  
Rp.  1.771.000 
Rp.     122.500 
 
Rp.      837.000 
Rp. 12.900.000 
Rp.   3.600.000 
 
Rp.   2.740.000 
3 Operasional BPD 
- Perlengkapan ATK 
- Cetak, Penggandaan dan foto 
copy 
- Komsumsi rapat BPD 
- Belanja perjalan dinas dalam 
daerah ketua dan pengurus BPD 
Rp.   3.000.000,-  
Rp.    347.000, 
Rp.      49.000, 
 
Rp.    900.000, 
Rp. 1.530.000, 
4 Kegiatan musrenbang desa dan 
penyusunan RKPDesa dan 
APBDesa 
- Belanja barang dan jasa 
- Cetak, penggandaan & foto copy 
- Komsumsi rapat musrembang 
desa 
- Honor Tim pelaksana 
penyusunan RPJMDes, 
Rp.   4.266.500,-  
 
 
Rp.    801.500, 








RKPDesa dan APBDesa 
5 Kegiatan penyusunan dan 
pemberdayagunaan profil desa 
- Perlengkapan ATK 
- Cetak, penggandaan & foto copy 
- Honor tim pelaksana 
Rp.   2.000.000,-  
 
Rp.    700.000, 
Rp.    102.000, 
Rp. 1.300.000, 
6 Kegitan pengadaan sarana dan 
prasarana kantor desa 
- Pengadaan mesin tik 
- Pengadaan print 
- Pengadaan bendera hias 
- Pengadaan kursi plastik 
- Pengadaan cat tembok 
Rp.   7.200.000,-  
 
Rp.  3.500.000 
Rp.  1.500.000 
Rp.     700.000 
Rp.     600.000 
Rp.     900.000 
7 Kegitan pembinaan dan fasilitas 
LKMD 
- Perlengkapan ATK 
- Komsumsi rapat pengurus LKMD 
- Perjalanan dinas dalam daerah 
Rp.   3.000.000,-  
 
Rp.    910.000, 
Rp.    900.000, 
Rp. 1.190.000 
8 Kegitan pembinaan dan fasilitas 
PKK 
- Belanja pakaian olahraga/gerak 
jalan  
- Belanja kegiatan pengajian 
- Belanja perjalanan dinas dalam 
daerah 
Rp.  7.500.000,-  
 
Rp.  5.265.000, 
 
Rp.     535.000, 
Rp.  1.700.000, 
9 Kegitan pembinaan dan fasilitas 
pemuda/karang taruna 
- Pengadaan alat olahraga/ 
pertandingan 
- Uang pembinaan para juara/ 
hadiah 
- Pertandingan bola takraw 
Rp.  5.000.000,-  
 




Rp.  1.070.000, 
 Total Rp.  𝟏𝟒𝟑. 𝟗𝟑𝟕. 𝟎𝟎𝟎  
Sumber data: BPMPD Kabupaten Enrekang 





 Tabel 4.12 
Penggunaan ADD Desa Latimojong 
Penggunaan ADD Desa Latimojong 
No Bidang Pembiayaan Pagu Anggaran 
Rincian 
Anggaran 
1 Penghasilan tetap dan tunjangan 
- Penghasilan kepala desa 
- Kepala seksi 4 orang 
- Kepala dusun 6 orang 





Rp.   6.000.000 
2 Operasional perkantoran 
- Pengadaan ATK 
- Perangko, Materei & benda pos 
lainnya 
- Cetak, penggandaan & foto copy 
- Pemeliharaan perlengkapan  
Kantor (pemeliharaan laptop) 
- Belanja pakaian dinas 
- Belanja perjalanan dinas dalam 
daerah 
- Belanja honor  tim pengadaan 
barang dan jasa 
Rp. 25.453.000  
Rp. 1.357.000 
Rp.    180.000 
 






Rp.  3.420.000 
3 Operasional BPD 
- Pengadaan ATK 
- Biaya makanan rapat pengurus 
BPD 
- Belanja perjalanan dinas dalam 
daerah 
Rp. 3.449.000  
Rp.   169.000 




4 Kegiatan musrenbang desa dan 
penyusunan RKPDesa dan 
APBDesa 
- Pengadaan ATK 
- Cetak, Penggandaan & foto copy 
- Biaya komsusmsi musrenbang 











penyusunan RKPDesa dan 
APBDesa 
5 Kegiatan penyusunan dan 
pemberdayagunaan profil desa 
- ATK 
- Kertas HVS 
- Tinta Print 




Rp.   33.000 
6 Kegitan pengadaan sarana dan 
prasarana kantor desa 
- Pengadaan laptop 
- Pengadaan print 




7 Kegitan pembinaan dan fasilitas 
LKMD (kelompok tani) 
- Belanja barang dan jasa (ATK) 
- Makanan rapat pengurus LKMD 
- Perjalanan dinas dalam daerah 
pengurus LKMD 
Rp. 3.000.000,-  
 
Rp.    910.000, 
Rp.    900.000, 
Rp. 1.190.000, 
8 Kegitan pembinaan dan fasilitas 
PKK 
- Belanja pakaian seragam 
- Belanja kegiatan pengajian 
- Belanja perjalan dinas dalam 
daerah 




9 Kegitan pembinaan dan fasilitas 
pemuda/karang taruna 
- Pengadaan alat olahraga 
- Biaya pembinaan para juara/ 
hadiah 
- Pertandingan bola takraw 






10 Kegitan pembinaan dan fasilitas 
kelompok musik bamboo 
- Pengadaan seragam 
Rp. 2.000.000,-  
 
Rp. 2.000.000 
 Total Rp.147.413.000,  





Penggunaan ADD Desa Ledan 
Penggunaan ADD Desa Ledan 
No Bidang Pembiayaan Pagu Anggaran 
Rincian 
Anggaran 
1 Penghasilan tetap dan tunjangan 
- Penghasilan kepala desa 
- Kepala seksi 4 orang 
- Kepala dusun 3 orang 
- Tunjangan kepala desa 




Rp.   6.000.000 
2 Operasional perkantoran 
- Pengadaan ATK 
- Perangko, Materei & benda 
pos lainnya 
- Cetak, penggandaan & foto 
copy 
- Belanja pakaian dinas 
- Belanja perjalanan dinas 
dalam daerah 
- Belanja honor  tim pengadaan 
barang dan jasa 
Rp. 22.186.000  
Rp.    1.893.500 
Rp.       122.500 
 
Rp.       930.000 
 
Rp.    4.500.000 
Rp.  12.000.000 
 
Rp.    2.740.000 
3 Operasinal BPD 
- Perlengkapan ATK 
- Cetak, Penggandaan dan foto 
copy 
- Komsumsi rapat BPD 
- Belanja perjalan dinas dalam 
daerah ketua dan pengurus 
BPD 
Rp. 3.000.000  
Rp.    396.000, 
Rp.    174.000, 
 
Rp.    900.000, 
Rp. 1.530.000, 
4 Kegiatan musrenbang desa dan 
penyusunan RKPDesa dan 
APBDesa 
- Belanja barang dan jasa 
Rp. 4.266.500,  
 
 




- Cetak, penggandaan & foto 
copy 
- Komsumsi rapat musrembang 
desa 
- Honor Tim pelaksana 
penyusunan RPJMDes, 
RKPDesa dan APBDesa 





5 Kegiatan penyusunan dan 
pemberdayagunaan profil desa 
- Belanja bang dan jasa 
- Cetak, penggandaan & foto 
copy 
- Honor tim pelaksana 
Rp. 2.000.000,  
 
Rp.   598.000, 
Rp.   102.000, 
 
Rp.1.300.000, 
6 Kegitan pengadaan sarana dan 
prasarana kantor desa 
- Pengadaan mesin tik 
- Pengadaan print 
- Pengadaan Laktop 
- Pengadaan camea digital 
- Pengadaan bendera hias 
- Pemelihaan kendaaan dinas 








7 Bidang pembinaan LPMD Rp. 2.977.500  
8 Kegitan pembinaan dan fasilitas 
PKK 
Rp. 7.500.000  
9 Kegitan pembinaan dan fasilitas 
pemuda/karang taruna 
Rp. 5.000.000  
10 Kegitan pembinaan dan fasilitas 
kelompok musik bambu 
Rp. 3.053.000  
 
 
 Total 𝐑𝐩. 𝟏𝟒𝟎, 𝟗𝟖𝟑, 𝟎𝟎𝟎  






Penggunaan ADD Desa Pasui 
Penggunaan ADD Desa Pasui 
No Bidang Pembiayaan Pagu Anggaran Rincian 
Anggaran  
1 Penghasilan tetap dan tunjangan 
- Penghasilan kepala desa 
- Kepala seksi 4 orang 
- Kepala dusun 3 orang 
- Tunjangan kepala desa 




Rp.   6.000.000 
 Operasional perkantoran 
- Pengadaan ATK 
- Perangko, Materei & benda 
pos lainnya 
- Cetak, penggandaan & foto 
copy 
- Pemelihaan peaatan 
kendaaan dinas 
- Belanja pakaian dinas  
- Belanja perjalanan dinas 
dalam daerah 
- Belanja BPJS Kesehatan 
Rp. 27.383.000  
Rp.  1.939.000 
Rp.     180.000 
 
Rp.  1.024.000 
 
Rp.  1.500.000 
Rp.  4.500.000 
Rp. 14.820.000 
 
Rp.   3.420.000 
 Operasinal BPD 
- Perlengkapan ATK 
- Komsumsi rapat BPD 
- Belanja perjalan dinas dalam 








 Kegiatan musrenbang desa dan 
penyusunan RKPDesa dan 
APBDesa 
- Belanja barang dan jasa 
Rp. 3.104.000  
 
 





- Cetak, penggandaan & foto 
copy 
- Komsumsi rapat musrembang 
desa 
- Honor Tim pelaksana 
penyusunan RPJMDes, 
RKPDesa dan APBDesa 




Rp.    840.000 
 Kegiatan penyusunan dan 
pemberdayagunaan profil desa 
- Belanja bang dan jasa (ATK) 
- Cetak, penggandaan & foto 
copy 
- Honor tim pelaksana 
Rp. 1.792.000  
Rp.       90.000 
Rp.       82.000 
Rp. 1.620.000 
 Kegitan pengadaan sarana dan 
prasarana kantor desa 
- Belanja modal pealatan kantor 
(Mobiler) 
- Pengadaan alat elekrotnik 






 Bidang pembinaan dan fasilitas 
LKMD 
Rp. 1.145.000  
 Bidang pembinaan dan fasilitas 
karang taruna 
Rp. 2.650.000  
 Bidang pembinaan dan fasilitas 
PKK 
Rp. 7.775.000  
 Total 𝐑𝐩. 𝟏𝟑𝟓, 𝟎𝟑𝟒, 𝟎𝟎𝟎  
    Sumber data: BPMPD Kabupaten Enrekang 
 
Tabel penggunaan ADD diempat desa di kecamatan Buntu 
Batu yaitu Desa Potok Ullin, Desa Latimojong, Desa Ledan dan 




kecamatan Buntu Batu . Pencatatan penggunaan ADD telah 
dilakukan dengan baik.  Penggunaan ADD pada bidang operasional 
pemerintahan maupun pada bidang kegiatan  pembinaan 
masyarakat telah dirincikan dengan baik. Sesuai dengan asas 
pengelolaan keuangan desa yaitu tertib dan disiplin anggaran yang 
mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara 
konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan 
prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa 
pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku.  
Terlepas dari penerapan asas tertib dan disiplin anggaran 
dalam hal pencatatan penggunaan dana ADD penulis penyimpulkan 
bahwa pelaksanaan ADD di kecamatan Buntu Batu belum optimal. 
Hubungan antara pelaksana kegiatan yang seharusnya dilibatkan 
belum diterapkan dengan baik serta belum ada kegiatan 
pemberdayaan masyarakat yang dianggarkan pada penggunaan 
ADD dalam pemanfaatan potensi-potensi alam di Kecamatan Buntu 
Batu. 
c. Pelaporan dan Pertanggung jawaban 
Pertanggung jawaban ADD terintegrasi dengan pertanggung 




adalah pertanggung jawaban APBDesa. Hal ini sesuai dengan 
Peraturan Bupati Enrekang nomor 16 tahun 2015 tentang pedoman 
pengelolaan  keuangan desa.  Peraturan tersebut dimaksudkan 
untuk memberikan landasan hukum pada bidang keuangan desa, 
sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran 
pendapatan dan belanja desa. 
Pertanggungjawaban pelaksanaan program Alokasi Dana 
Desa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem 
pelaporan secara bertahap. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari 
laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, 
laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara 
komprehensif.  
Pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD, 
adalah sebagi berikut : 
1) Laporan semester, memuat realisasi penerimaan dan realisasi 
belanja disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli; 
dan 
2) Laporan akhir tahun penggunaan ADD memuat, pelaksanaan 
kegiatan, masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya, 
disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun 




Laporan atas penggunaan dana yang dibiayai oleh ADD 
kemudian disampaikan kepada Camat dan selanjutnya dilaporkan 
kepada Bupati melalui BPMPD Kab.Enrekang sebagai dasar untuk 
melakukan penyaluran dana. Dalam proses penyampaian laporan 
penggunaan ADD maka Kepala Desa yang bersangkutan dituntut 
untuk menyampaikan laporan tepat waktu dan apabila laporan 
tersebut tidak ataub terlambat dilaporkan maka Bupati berhak untuk 
menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya.  
Untuk melihat penerapan proses pelaporan yang telah 
ditentukan dalam peraturan bupati, penulis melakukan penelitian 
terhadap proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa di 
Kecamatan Buntu Batu. Seperti yang telah diatur dalam perbup No 
16 tahun 2015 proses pelaporan ADD di setiap desa di kecamatan 
Buntu Batu telah dilaksanakan. Hal ini juga disampaikan oleh kepala 
bagian pengeluaran di Dinas Keuangan dan Aset Daerah, Bapak 
Sudirman Tarakka, SE:  
“…. Pencairan dana ADD di realisasikan secara bertahap. 
Untuk tahap pertama pemerinatah desa memasukkan 
permohonan pencairan ADD  melalui BPMPD dan pencairan 
tahap ke dua dilakukan setelah laporan penggunaan ADD 





Hal senada juga disampaikan oleh pihak BPMPD  Bapak 
Muhammad Syukri, S.Ip bahwa dalam pengelolaan ADD telah diatur 
secara rinci dalam peraturan perundang-undangan.  
“Untuk pengelolaan memang sudah ada aturannya mulai 
dari UU Desa, Peraturan Mentri hingga peraturan Bupati. 
Pelaporan penggunaan ADD dilaporkan dalam dua tahap 
yaitu tahap semster satu dan semester dua.” (wawancara 
pada 18 Februari 2016) 
Dalam penelitian ini penulis juga melakukan wawancara 
kepada pengelola ADD yaitu Sekdes Potok Ullin: 
“Pelaporannya dilakukan dua kali. Untuk tahap pertama 
telah selesai dilaporkan karena pencairan tahap ke dua tidak 
dicairkan kalau SPJ tahap satu tidak masuk.” (wawancara 
21 januari 2016) 
 
Sementara untuk melihat ketepatan waktu pengelola ADD 
pada saat pelaporan maka penulis juga melakukan wawancara. 
Dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD 
di kecamatan Buntu Batu belum dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan yang ada. semestinya laporan akhir pertanggungjawaban  
penggunaan ADD dilaporkan per 31 desember dan mendapat 
keringanan tambahan waktu paling lambat 4 minggu diawal tahun 
selanjutnya, namun hingga batas waktu yang ditentukan pelaporan 
ADD Belum dimasukkan. Hal ini juga disamapaikan oleh pihak 




“…pelaporan pertanggungjawaban penggunaan ADD dari 
kecamatan Buntu Batu baru Desa Potok Ullin yang sudah 
masukkan. Sisanya masih ada tujuh desa.” (Wawancara 1 
Februari 2016) 
Disisi lain penulis juga melakukan wawancara kepada pihak 
pengelola ADD di Kecamatan Buntu Batu. Salah satu informan juga 
menerangkan bahwa memang benar hasil penggunaan ADD belum 
dilaporkan. Kepala Desa Latimojong, Bapak Syamsuddin:  
“…. Baru-baru selesai dijilid. Rencana hari ini baru mau 
dibawa ke Bapemdes.” (Wawancara 1 Februari 2016) 
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Ledan yang 
menerangkan jika Laporan Pertanggung jawaban hasil penggunaan 
ADD belum disetor ke BPMPD.  
“Sementara diurus sekarang baru mau dibawa ke 
kecamatan untuk diperiksa oleh camat.” (wawancara pada 
31 Januari 2016)  
Pertanggungjawaban pengelola ADD kepada masyarakat 
yakni pada musyawarah atau rapat pertanggungjawaban 
pelaksanaan ADD yang dihadiri oleh BPD selaku wakil dari 
masyarakat desa. Berikut hasil wawancara dengan sekretaris desa 
Potok Ullin:   
“Kita kasih BPD untuk diperiksa kemudian di bawa ke 
kecamatan diferifikasi selanjutnya dibawa ke Bapemdes 





Informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem 
pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di kecamatan Buntu Batu 
Kabupaten Enrekang telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Dan 
pengelola ADD juga telah melaksanakan pertanggungjawaban 
administrasi keuangan ADD dengan baik yaitu setiap pembelanjaan 
yang bersumber dari ADD harus disertai dengan bukti. Hal tersebut 
didukung dengan informasi yang diperoleh dari Sekdes Potok Ullin 
sebagai berikut: 
“Setiap mengambil barang di toko kita minta nota sebagai 
bukti pembelanjaan yang akan dilampirkan pada saat 
pelaporan nantinya.” 
 
Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa selama 
dalam pelaksanaan ADD tetap dituntut pertanggungjawaban di 
setiap pembelanjaan uang ADD. Dengan demikian apabila hal 
tersebut telah dilakukan secara terus menerus, tertib dan sesuai 
dengan ketentuan yang ada, maka akan dapat mendukung 
penyusunan pertanggungjawaban akhir kegiatan ADD yang nantinya 
akan disusun oleh Tim Pelaksanan Desa. 
Dari hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan 
bahwa dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban dalam 
pengelolaan ADD oleh pemerintah desa kecamatan Buntu Batu 




pemerintah desa belum mampu untuk melaporkan dan 
mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu 
yang ditentukan.  Akuntabilitas adalah tanggung gugat dari 
pengurusan atau penyelenggaraan yang dilakukan (Tjokroamidjojo, 
2000). Apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat 
partisipasi masyarakat desa melalui penerapan program Alokasi 
Dana Desa di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, maka 
prinsip akuntabilitas tersebut secara bertahap sudah mulai 
diterapkan namun belum maksimal. 
4.3 Kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana 
desa di kecamatan Buntu batu kabupaten Enrekang 
 Perangkat desa sebagai penanggung jawab jalannya roda 
pemerintahan desa mememiliki peran yang sangat menentukan 
keberhasilan pembangunan masyarakat, karena desa menjadi titik berat 
pembangunan dalam sistem otonomi daerah. Melihat betapa pentingnya 
peran dan tanggung jawab perangkat desa, perangkat desa dituntut 
untuk memiliki kemampuan, keahlian, tanggung jawab dalam 
menjalankan pemerintahan.  
Kemampuan pemerintah desa di Kecamatan Buntu Batu dalam 
mengelola ADD yaitu mulai pada proses perencanaan sampai pada 




mengetahui kemampuan pemerintah desa di Kecamatan Buntu Batu 
dalam pengelolaan ADD maka penulis berpedoman pada aspek-aspek 
yang menjadi dasar penilaian kemampuan yang dikemukaakan oleh 
Benjamin S. Bloom berdasarkan Taxonomy of Education Objectives 
(Pokok-pokok Pendidikan). Adapun aspek-aspek tersebut yaitu aspek 
pengetahuan, sikap dan keterampilan. 
a. Pengetahuan 
Desa dikenal sebagai miniatur negara dimana 
pemerintahannya berhubungan langsung dengan rakyat. Oleh 
karena itu, aparat pemerintah desa tidak cukup jika hanya dibekali 
oleh pengalaman tanpa pengetahuan dan pendidikan yang baik.  
Untuk mengetahui kemampuan pemerintah Desa di 
Kecamatan Buntu Batu pada aspek pengetahuan maka penulis 
melakukan wawancara terhadap tujuan penggunaan ADD. Secara 
umum pemerintah desa di kecamatan buntu batu telah menjelaskan 
dengan baik tentang tujuan penggunaan ADD yaitu digunakan pada 
pembiayaan bidang pemerintahan dan kegiatan pembangunan desa 
non fisik. Hal tersebut diterangkan oleh  Kepala desa Latimojong: 
“…. ADD diperuntukkan dalam pembiayaan belanja 
operasional Desa dan untuk pembiayaan  kegiatan 






Pertanyaan yang lain juga penulis tujukan kepada 
pemerintah desa di Kecamatan Buntu Batu tentang pembangunan 
yang diperbolehkan dengan menggunakan anggaran ADD. salah 
satu responden yaitu Sekdes Potok Ullin: 
“….tidak ada pembangunan fisik. ADD hanya digunakan 
dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti kegitan 
PKK dan kegiatan organisasi pemuda dan gaji kepala desa 
dan aparat desa lainnya.” (wawancara pada 11 Februari 
2016). 
  
Senada dengan pernyataan Sekdes Potok Ullin, Kepala 
Desa Ledan juga membenarkan bahwa tidak ada pembangunan fisik 
dalam penggunaan ADD.  
“Aturannya kita tidak diperbolehkan menggunakan ADD 
dalam pembangunan fisik. ADD diperuntukkan khusus pada 
bidang penyelenggraan pemerintahan desa dan kegiatan-
kegiatan pembinaan LPMD.” (wawancara pada 28 januari 
2016) 
 
Selain mengacu pada pengetahuan umum aparat perangkat 
desa di kecamatan Buntu Batu terhadap tujuan penggunaan ADD, 
salah satu faktor yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan 
adalah sumber daya manusia (SDM) pengelola itu sendiri. Untuk 
mengukur SDM pemerintah desa dapat pula dilihat dari aspek 
pengalaman dan pendidikannya.  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis 




menjabat dalam menjalankan organisasi pemerintahan desa yaitu 
rata-rata dua periode pemerintahan berjalan.  
“……Sejak kepala desa yang sebelumnya saya sudah jadi 
sekertaris desa dan masih berlanjut hingga sekarang” 
(wawancara pada 11 Februari 2016) 
 
Selain pernyataan oleh sekertaris desa salah satu 
bendahara desa di kecamatan buntu batu juga menerangkan bahwa 
beliau menjabat sebagi bendaha seja sejak periode yang lalu. 
“Saya diangkat jadi bendahara setelah pergantian kepala 
desa pada periode yang lalu” (wawancara pada 14 Februari 
2016) 
 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan 
menunjukan bahwa aparatur pemerintah desa di kecamatan buntu 
batu telah mengabdi sebagai perangkat desa dalam waktu yang 
cukup lama sehingga dalam melaksanakan tugas tentu saja telah 
memiliki banyak pengalaman. Namun, dalam menjalankan tugas 
selama masa pemerintahan yang ditekuni ternyata belum cukup 
untuk memberi pengalaman dikarenakan kebanyakan tugas mereka 
ditangani langsung oleh kepala desa 
Berikut merupakan data hasil penelitian mengenai tingkat 
pendidikan aparatur desa diempat desa di Kecamatan Buntu Batu  







Pendidikan terakhir aparat pemerintah desa Potok Ullin 
KecamatanBuntu Batu 
Desa Potok Ullin 
No Nama Jabatan 
Pendidikan 
Terakhir 
1 Rusman Nafsir S.Pd Kepala Desa S 1 
2 Junaidi Sekertaris desa SMA (gol. 2b) 
3 Aliasman Kaur Umum SMP 








5 Tamrin Kaur Keuangan SMA 





8 Moling Kadus Matawai SD 
9 Nurdin Kadus Langae SMP 
10 Siman Kadus Bongso SD 
11 Arifin Kadus Arifin STM 
Sumber data: Sekertaris Desa Potok Ullin Kecamatan Buntu Batu 
 
Tabel 4.16 
Pendidikan terakhir aparat pemerintah desa Pasui Kecamatan Buntu 
Batu 
Desa Pasui 
No Nama Jabatan 
Pendidikan 
Terakhir 
1 Said Darwis, BA Kepala Desa D2 









5 Marzuki Kaur Umum SMA 
6 Hasan Kadus Pasui SMA 
7 Hadis Kadus Bangkan SMA 
8 Danci Kadus Landoke SD 
9 Ramli RT.I Pasui SMA  




11 ECA RT. I Bangkan SMP 
Sumber data: Sekertaris Desa Pasui Kecamatan Buntu Batu 
 
Tabel 4.17 
Pendidikan terakhir aparat pemerintah Desa Ledan Kecamatan 
Buntu Batu 
Desa Ledan 
No Nama Jabatan 
Pendidikan 
Terakhir 
1 Marwan Kepala Desa SMA 
2 Harianto, S.Pd Sekdes S 1  













7 Tapa Kdus Uru SD 






Kadus  Tana 
Malea 
SD 
Sumber data: Kepala Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu 
Tabel 4.18 
Pendidikan terakhir aparat pemerintah Desa Latimojongn Kecamatan 
Buntu Batu 
Desa Latimojong 
No Nama Jabatan 
Pendidikan 
Terakhir 
1 Samsuddin Kepala Desa SMA 









5 Nudriana, A.Ma Kaur  Umum D 3 
6 Kiman Kaur  Keungan SMA 


















12 Muslim Kadus Karangan SLTP 
    Sumber data: Kepala Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu 
Tabel diatas menunjukan bahwa rata-rata pendidikan 
aparatur pemerintah di kecamatan buntu batu yaitu pada tingkat 
sekolah menengah atas (SMA). Rendahnya tingkat pendidikan 
aparatur desa menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada 
kinerja pelaksanaan pemerintahan.  
Adanya keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam 
menjalankan tugas dapat menimbulkan permasalahan dalam bidang 
pemerintahan. Salah satunya mengakibatkan adanya aparatur desa 
yang rangkap jabatan dalam pengelolaan pemerintahan seperti yang 
dialami oleh bendahara desa Ledan dalam pengelolaan ADD yang 
sekaligus diangkat jadi ketua pengelola ADD. Kejadian seperti ini 
terjadi bukan tanpa alasan melainkan adanya keterbarbatasan SDM 
ditingkat desa sehingga aparatur yang dianggap memiliki 
kemampuan cenderung diberi kewenangan lebih sementara 






Aspek afektif (sikap) dalam hal ini menyangkut keinginan 
atau kemampuan untuk mempraktekakan apa yang sudah dipelajari. 
Pada aspek ini menekankan apabila seseorang dapat menjelaskan, 
dan mendiskusikan serta melaporkan apa yang telah dikerjakan. 
Untuk melihat kemampuan pengelola ADD di kecamatan 
buntu batu dari aspek sikap maka penulis melakukan wawancara 
kepada bebarapa informan. Salah satu informan yaitu pihak bagian 
pemerintahan desa di BPMPD, Muhammad Syukri, S.Ip: 
“…Kami telah membagikan pedoman pengelolaan ADD. 
Didalamnya sudah terdapat format pelaporan dan format 
lain-lain yang dibutuhkan.” (wawancara pada 1 februari 
2016) 
 
Pihak badan penerintahan desa BPMPD juga menerangkan 
bahwa pemerintah desa dalam hal ini kepala desa atau diwakili oleh 
sekertarisnya telah mengikuti kegiatan pembinaan pengelolaan 
keuangan desa. 
“Pernah diadakan kegiatan pembinaan pemerintah desa 
yang juga membahas mengenai tata kelola keuangan 
desa…” (wawancara pada 1 februari 2016) 
 
Pernyataan tersebut menerangkan bahwa pengelola ADD 
telah diberikan petunujuk-petunjuk teknis mengenai tata kelola ADD 




melakukan wancara kepada pengelola ADD dikecamatan Buntu Batu 
untuk mengetahui bahwa apa yang telah diajarakan kepada mereka 
telah diinflemntasikan dengan baik. Salah satu kepala desa di 
kecamatan Buntu Batu menyampaikan dalam pembuatan laporan 
pertanggungjawaban mereka belum mampu untuk membuatnya 
sendiri sehingga memilih jalan untuk menggunakan jasa peembuat 
laporan. 
“….. kita gunakan saja tenaganya orang lain untuk kerja 
laporan pertanggungjawaban ini, karena kalau sekertaris 
yang kerja akan makan waktu yang lama.”  
 
Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh sekertaris 
potok Ullin yang menerangakn bahwa dalam proses pembuatan 
laporan pertanggung jawaban masih seringkali mengalami kesalahn. 
“….berkali-kali sampainya pihak yang periksa di BPMPD 
Enrekang sudah bilang benar, karena meskipun 
dikecamatan menyatakan sudah baik tapi kalau di BPMPD 
bilang salah ya harus diperbaiki lagi.” (Wawancara pada 28 
Januari 2016) 
 
Dari pernyataan pengelola ADD dapat disimpulkan bahwa 
kemampuan pengelola ADD dikecamatan buntu batu dalam aspek 
sikap masih kurang baik. Penerapan pengetahuan yang telah 
dipelajari belum mampu diaplikasikan dalam menjalankan 






Aspek Psikomotorik (ketrampilan) yang dimaksud yaitu 
kemampuan pengelola ADD dalam memanfaatkan ADD. 
Pemanfaatan ADD yang dimaksud bukan hanya bagaimana 
pemerintah desa mampu untuk menghabiskan segala anggaran 
dalam pembangunan desa tetapi bagimana pemerintah desa mampu 
memilah kebutuhan masyarakat berdasarkan kondisi desa.  
Merujuk pada pada penggunaan ADD pada tabel 4.11, 4.12, 
4.13, 4.14 yang merupakan gambaran penggunaan ADD secara 
keseluruhan di kecamatan Buntu Batu. Pada tabel tersebut terlihat 
jelas bahwa penggunaan ADD yang dilaksanakan setiap desa 
hampir sama yaitu selain pembiayaan bidang pemerintahan juga 
termasuk pembiayaan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa 
seperti prmbiayan kegitan PKK, Kegiatan organisasi pemuda, dan 
kegitan pembiaan kelompok tani. Dari kegiatan yang telah 
dilaksanakan oleh desa belum ada kegitan yang dapat menyentuh 
masyarakat secara umum. Kemampuan pemerintah desa dalam 
aspek keterampilan masih minim. Secara umum pemerintah desa di 
Kecamatan Buntu Batu kurang jeli dalam memberdayakan 
masyarakat dengan melihat banyaknya potensi-potensi desa yang 




Terkait dengan kemampuan pemerintah desa di kecamatan 
buntu batu dalam pengelolaan ADD, pihak BPMPD menyampaikan 
hal-hal yang melatarbelakanginya. 
“SDM pemerintah desa saat ini memang masih minim. 
Sementara pendamping desa yang ditugaskan untuk 
melakukan pembinaan belum bekerja secara maksimal 
karena SK nya baru keluar pada bulan Oktober 2015. 
Kemudian persoalan penentuan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat desa, Pengelola ADD mungkin tidak mau pusing 
lagi untuk mencari kegiatan yang sesuai dengan kondisi 
desa karena faktor waktu sudah mepet sementara RKA dan 
hal-hal lain dalam persyaratan pencairan dana belum 
dimasukkan. Namun terlepas dari keterlambatan pemerintah 
desa dalam memasukkan laporan penggunaan dana juga 
dilatarbelakangi oleh persoalan keterlambatan pencairan 
dana dari pusat karena pencairan ADD dilakukan bersaman 
dengan pencairan DD dan pelaporannya terintegrasi dalam 
APBDesa.” 
 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, 
kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan ADD dianggap 
masih kurang, baik dari segi administratifnya maupun pada 
kemampuan untuk menentukan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
desa serta pola hubungan antara aparatur pemerintah desa belum 
berjalan dengan baik. Minimnya kemampuan pemrintah desa di 
Kecamatan Buntu Batu dalam pengelolaan ADD disebabkan oleh 




1) SDM aparatur desa tergolong masih rendah baik dari tingkat 
pendidikan maupun pengalaman.. 
2) Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan diatasnya masih 
kurang. 
3) Dasar hkum pelaksanaan pemerintahan yang tidak konsisten 

























Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis 
meyimpulkan tiga aspek yaitu: 
1. Penetepan besaran ADD di Kabupaten Enrekang 
Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu sumber 
keuangan desa yang diterima dari bagi hasil dana perimbangan 
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) minimal 10%. 
Penetapan besaran ADD dari dana perimbangan Kabupaten 
Enrekang pada tahun anggaran 2015 masih mengacu pada 
peraturan pemerintah tahun 2005 yaitu minimal 10% dari dana 
perimbangan setelah dikurangi belanja pegawai (belanja tidak 
langsung). ADD yang ditetapkan oleh pemerintah setempat melebihi 
10 % dengan catatan bahwa pemerintah setempat masih mengacu 
pada peraturan tahun 2005. Apabila mengacu pada UU Desa no 6 
tahun 2014 ADD yang ditetapkan hanya sekitar 4 %. 
2. Penerapan asa-asas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Buntu 
Batu 
Dalam penerapan pelaksanaan asas pengelolaan keuangan 
desa di Kecamatan Buntu Batu mulai diterapkan namun dalam 
pelaksanaannya masih belum optimal. Pelaksanaan asas pengelolaan 
keuangan desa di kecamatan buntu batu cenderung masih bersifat 
simbolis. Seperti pada penerapan asas transparansi dan partisifatif 
dimana masyarakat dilibatkan dalam pengembilan kepeutusan dalam 
musrenbang namun tokoh masyarakat yang menjadi wakil dalam 




secara umum. Untuk penerapan asas akuntabilitas pemerintah desa di 
Kecamatan Buntu Batu belum mampu untuk mempertanggung 
jawabkan  penggunaan ADD kepada masyarakat sehingga 
masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja pemerintah desa dan 
pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah yang tidak 
dilaksanakan dengan tepat waktu sehingga menyebabkan 
keterlambatan pencairan dana untuk tahapan berikutnya. 
 
3. Kemampuan pemerintah desa di Kecamatan Buntu Batu dalam 
pengelolaan ADD 
Pengelolaan ADD di kecamatan Buntu Batu belum berjalan 
secara optimal. Hal tersebut dikarenakan kemampuan pemerintah 
dalam pengelolaan ADD masih kurang. Kemampuan pemerintah baik 
dari aspek administratif maupun dalam penentuan program kerja 
dalam penggunaan ADD yang masih minim serta hubungan antara 
pengelola ADD di desa tidak begitu baik dimana ada beberapa aparat 
pemerintah desa yang seharusnya dilibatkan namun tidak dilibatkan. 
Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 
1) SDM aparatur desa tergolong masih rendah baik dari tingkat 
pendidikan maupun pengalaman.. 





3) Dasar hukum pelaksanaan pemerintahan yang tidak konsisten 
membuat pemerintah desa menjadi dilema dalam menjalankan 
pemerintahan. 
5.2 Saran 
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat bebrapa 
faktor yang mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam pengelolaan 
ADD. berangkat dari faktor tersebut makan penulis menyarankan 
beberapa hal dalam upaya peningkatan kemampuan pemerintah desa di 
kecamatan buntu batu: 
1. Pengawasan oleh pemerintah kabupaten perlu ditingkatkan dalam 
mengawasi jalannya pengelolaan ADD. 
2. Ketegasan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang untuk 
memberlakukan sanksi terhadap ketidak patuhan pemerintah desa 
dalam menaati peraturan yang telah disepakati akan memeberi efek 
jera kepada pemerintah desa khususnya pengelola ADD. 
3. Pembinaan oleh pemerintah kabupaten sebagai penanggungjawab 
ADD perlu ditingkatkan dalam membina aparat desa. 
4. Optimalisasi kinerja Pembina desa dan kecamatan yang telah 
ditetapkan perlu ditingkatkan.  
5. Diperlukannya kesadaran setiap stakholder dalam menjalankan 
organisasi pemerintahan dalam bekerjasama utamanya dalam hal 






Widjaja,HAW. 2012. Otonomi Desa. Jakarta . PT Raja Grafindo Persada.  
TP, Yansen.2014.Revolusi Dari Desa. Jakarta .PT Elex Media 
Komputindo.  
Didik Sukrino, dkk. 2014. Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat.  
Instrans Institute.  
Taliziduhu Ndraha.1991. Dimensi- Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta : 
PT Bumi Aksara 
Sutoro Eko. 2015.Kepemimpinan Desa. Jakarta. Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik 
Indonesia.  
Sutoro Eko. 2015. Regulasi Baru, Desa Baru. Jakarta. Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik 
Indonesia.  
Inu Kencana Syafi’I. 1994. Etika Pemerintahan. Jakarta : Rineka Cipta. 




Bambang Trisantono Soemantri. 2011. Pedoman Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa. Bandung: Fokus Media. 
Singarimbun, Masri dan Effendi. 1995. Metode Penelitian Survey. Pustaka 
LP3ES. Jakarta.  
B. Peraturan Perundang-Undangan 
Undang-Undang Dasar tahun 1945 
Undang- Undang No 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa 
Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah 
Undang-Undang  No 6 Tahun 2014 tentang Desa 
Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 hasil revisi dari PP No 43 
tahun 2014 tentang peraturan pelaksanan UU NO 6 Tahun 
2014. 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 yang direvisi dari 
PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari 
APBN. 
Peraturan Menteri Keuangan No 93 Tahun 2015 tentang tata cara 
pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan 
evaluasi dana desa. 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 
Transmigrasi No 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas 







C. Sumber lain 
E-Jurnal Koentjaraningrat (ed.). Masyarakat Desa di Indonesia. 
Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas 
Indonesia.Pdf 
E-Jurnal Rahardjo. 1999. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Sosiologi 





 PERATURAN BUPATI ENREKANG 




PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 
 




Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri  Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa serta 
untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan 
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa; 
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1822); 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Nomor 4286);   
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4389); 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4578); 
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5234); 
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa                     (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia nomor 5495); 
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang_undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5539); 





Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. 
 
Pasal 1 
(1) Dengan Peraturan Bupati ini diatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 
Kabupaten Enrekang. 
(2) Pedoman Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas : 
a. Pedoman umum Pengelolaan Keuangan Desa 
b. Pedoman penyusunan dan pelaksanaan APBDes 
c. Pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 
(3) Pedoman Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (2) tertuang dalam lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
Pasal 2 
Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c 
ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati. 
Pasal 3 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Enrekang Nomor 6 
Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa 
dan Kelurahan Kabupaten Enrekang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
Pasal 4 
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 






  Ditetapkan di Enrekang 




               ttd 
   MUSLIMIN BANDO 
Diundangkan di Enrekang 
Pada tanggal  
 



















        LAMPIRAN   
PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR   
TENTANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
 
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
I. KETENTUAN UMUM 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Enrekang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah 
Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Enrekang. 
4. Desa adalah desa dan desa adat selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. 
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan 
secara demokratis. 
8. Keuangan Desa adalah  semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. 
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan 
tahunan Pemerintahan Desa. 
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima 
kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi 
Dana Alokasi Khusus. 
14. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, 




15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa  adalah Kepala Desa yang karena jabatannya 
mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. 
16. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur 
perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. 
17. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. 
18. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatansesuai dengan bidangnya. 
19. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk 
menatausahakan keuangan desa. 
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang PemerintahanDesa yang menampung 
seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank 
yang ditetapkan. 
21. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa 
melalui rekening kas desa. 
22. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa. 
23. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa. 
24. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa. 
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi 
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 
26. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah 
dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 
 
I. PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 
 A. AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 
(1) Keuangan Desa dikelolah berdasarkan asas transparan akuntabel, partisipatif serta 
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 
(2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 
(satu) tahun.anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember. 
 
B.KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
(1) Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili 
pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan;  
(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan: 
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; 
b. menetapkan PTPKD; 
c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;  
d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan 
e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa 
(3) Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana 
Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berasal dari perangkat desa terdiri dari : 
a. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan 
desa mempunyai tugas : 
1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; 
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2. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang  APBDesa, perubahan APBDesa 
dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; 
3. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan 
dalam APBDesa; 
4. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan 
melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran  
APBDesa. 
b. Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya 
mempunyai tugas: 
1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; 
2. melaksanakan kegiatan bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah 
ditetapkan di dalam APBDesa; 
3. melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan; 
4. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 
5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan 
6. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 
c. Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan mempunyai tugas menerima, 
menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran 
pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. 
(4) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Desa   
 
II.  PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN APBDES  
A. STRUKTUR APBDes 
(1) STRUKTUR APBDes  
APBDes terdiri dari : 
a. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis; 
b. Belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis; 
c. Pembiayaan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. 
(2) PENDAPATAN DESA 
Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua 
penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun 
anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa yang terdiri atas :  
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) terdiri atas : 
1. Hasil usaha antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa  
2. Hasil aset antara lain pasar desa, tempat permandian umum, jaringan irigasi  
3. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong adalah membangun dengan 
kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat  berupa tenaga, 
barang yang dinilai dengan uang. 
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4. Lain-lain pendapatan asli desa antara lain hasil pungutan desa 
b. Transfer terdiri atas : 
1. Dana Desa yang bersumber dari APBN  
2. Bagian dari  Hasil Pajak  Daerah Kabupatendan Retribusi Daerah; 
3. Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD kabupaten yang bersumber dari 
bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima 
oleh kabupaten untuk desa  
4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dapat bersifat umum dan khusus 
dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan 
penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 
30% (tiga puluh perseratus). 
5. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten 
c. Pendapatan Lain-Lain terdiri atas jenis hibah dan sumbangan dari pihak ketiga 
yang tidak mengikat berupa pemberian uang dari pihak ke tiga serta lain-lain 
pendapatan desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama 
dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa 
(3) BELANJA DESA 
a. Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua 
pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) 
tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. 
b. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan 
kewenangan Desa. 
c. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas  kelompok/Bidang: 
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa; 
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; 
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan 
5. Belanja tak terduga 
d Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang 
telah dituangkan dalam RKPDesa terdiri atas jenis belanja : 
1. Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan 
tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Operasional BPD 
dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada 
kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan yang pelaksanaannya 
dibayarkan setiap bulan 
2. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan 
barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan antara lain : 
1. alat tulis kantor; 




6. sewa kantor desa; 
7. sewa perlengkapan dan peralatan kantor; 
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8. makanan dan minuman rapat; 
9. pakaian dinas dan atributnya; 
10. perjalanan dinas; 
11. upah kerja; 
12. honorarium narasumber/ahli; 
13. operasional Pemerintah Desa; 
14. operasional BPD; 
3. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka 
pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya  lebih 
dari 12 (dua belas) bulan pada kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa  
e Dalam keadaan darurat  dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB),  Pemerintah Desa 
dapat melakukan belanja tidak terduga yang belum tersedia anggarannyayaitu 
antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. 
 
(4) PEMBIAYAAN  
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cmeliputi semua 
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 
anggaran berikutnya yang terdiri atas : 
1. Penerimaan Pembiayaan mencakup : 
a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya antara lain 
pelampauanpenerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, 
dan sisa dana kegiatan lanjutan. Silfa ini merupakan penerimaan pembiayaan 
yang digunakan untuk : 
1) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari 
pada realisasi belanja; 
2) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan 
3) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran 
belum diselesaikan. 
b) Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana 
cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun 
anggaran berkenaan  
c) Hasil  penjualan kekayaan desa yang dipisahkandigunakan untuk 
menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan 
2. Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas : 
a. Pembentukan Dana Cadangan 
 Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadanganuntuk mendanai kegiatan 
yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan 
dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan 
memuat paling sedikit.  
1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 
2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; 
3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; 
4) sumber dana cadangan; dan 
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5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 
b. Penyertaan Modal Desa. 
 
B. PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa 
1. Penetapan Rancangan APBDes melalui mekanisme sebagai berikut : 
a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang  
APBDesaberdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. 
b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa kepada Kepala Desa 
c. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa tersebut disampaikan oleh 
Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan 
disepakati bersama 
d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati 
bersamaditetapkan paling lambat bulan Oktober  tahun berjalan 
2. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagai berikut : 
a. Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa kepada camat 
b. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 
(dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa 
c. Camat dalam melakukan evaluasi Rancangan APBDes berkonsultasi 
dengan Tim Asistensi Tingkat Kabupaten Enrekang 
d. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang 
telah ditentukan maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan 
sendirinya 
b. Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan 
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 
diterimanya hasil evaluasi 
e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desadan Kepala 
Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan 
Peraturan Desa kepada Bupati dengan Keputusan Bupati sekaligus 
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menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya 
dengan ketentuan bahwa Kepala Desa hanya dapat melakukan 
pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa. 
f. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 
(tujuh) hari kerja setelah pembatalandan selanjutnya Kepala Desa 
bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud. 
 
C. PELAKSANAAN APBDesa 
1. Penerimaan Desa 
a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 
kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa serta didukung 
oleh bukti yang lengkap dan sah. 
b. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa 
selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. 
2. Pengeluaran Desa/belanja Desa  
a. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan: 
 
1) paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran 
belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan  
  
2) paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran 
belanja Desa digunakan untuk   Penghasilan Tetap Kepala Desa dan 
perangkat Desa serta tunjangan kepala Desa dan Sekretaris 
Desa,Operasional Pemerintah Desa, Operasional Badan 
Permusyawaratan Desa.  
 
b. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan 
sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi 
peraturan desa 
c. Pengeluaran desa tersebut tidak termasuk untuk belanja pegawai yang 
bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam 
peraturan kepala desa 
d. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran 
Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa 
3. Mekanisme pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDes  
12 
 
a. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan 
harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya setelah 
diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa 
b. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang 
menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan 
mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban 
pelaksanaan kegiatan didesa. 
c. Berdasarkan rencana anggaran biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa, 
pelaksana kegiatan tersebut mengajukan Surat Permintaan Pembayaran 
(SPP) kepada Kepala Desa. 
d. Pengajuan SPP sebagaimana dimaksudpada huruf c terdiri atas: 
1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 
2. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan 
3. Lampiran bukti transaksi 
f. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran,Sekretaris Desa berkewajiban 
untuk : 
 meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh 
pelaksana kegiatan; 
 menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang 
tercantum dalam permintaan pembayaran; 
 menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan 
 menolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan 
dilengkapi kembali  
g. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa 
menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran 
sekaligus melakukan pencatatan atas pengeluaran 
h. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak 
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang 
dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
j. Khusus untuk Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur tersendiri lebih 
lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuanperaturan 
perundang-undangan. 
4. Perubahan APBDes  
(1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDes dapat dilakukan apabila terjadi: 
a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis 
belanja; 
b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) 
tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; 
c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa 
pada tahun berjalan; dan/atau 
d. terjadi peristiwa khusus,  seperti  bencana alam, krisis politik, krisis 
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ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; 
e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah.  
(2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran 
(3) Tata cara penetapan perubahan APBDesa sama dengan tata cara penetapan 
APBDesa 
(4) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan 
APBDKabupaten/Kotaserta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak 
mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang 
Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa 
tentang perubahan APBDesa dan diinformasikan kepada BPD 
5. Penatausahaan APBDes  
a. Penatausahaan  dilakukan oleh Bendahara Desa 
b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 
pengeluaran  serta  melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib 
c. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 
pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa 
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya 
d. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35 ayat (2), menggunakan:  
a.  buku kas umum;  
b.  buku Kas Pembantu Pajak;  
c.  buku Bank;  
d.  Buku Pembantu Kas Tunai;  
e.  Buku Pembantu per Rincian Obyek Penerimaan; dan  
f.  Buku Pembantu per Rincian Obyek Pengeluaran. 
6. Pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes 
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada 
Bupati berupa: 
a. Laporan  semester pertama berupa laporan realisasi APBDes dan 
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan 
b. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir 
bulan Januari tahun berikutnya. 
(2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui camat dengan tembusan 
BPMPD Kab. Enrekang setiap akhir tahun anggaran terdiri dari Pendapatan, 
belanja dan pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
(3) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 
APBDesa tersebut dilampiri : 




b. Laporan Kekayaan  Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran 
berkenaan; dan 
c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke 
desa. 
(4) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesamerupakan bagian 
tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta 
diinformasikan  kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi 
yang mudah diakses oleh masyarakat 
(5) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas 
Kegiatan,  Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta  
Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada 
semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban 
Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Enrekang. 
 
III. PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA 
A. Maksud Pemberian Alokasi Dana Desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, 
dan pemberdayaan masyarakat desa 
B. Pengalokasian ADD ke masing-masing desa  
4. Pemerintah daerah kabupaten mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan 
belanja daerah kabupaten setiap tahun anggaran dari dana perimbangan yang 
diterima kabupaten 
5. Rumus ADD dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa dengan 
berdasarkan asas merata dan adil yaitu : 
 
d. Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk 
setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar 
90 %  
e. Yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara 
proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung 
dengan rumus dan variabel tertentu yaitu kemiskinan  keterjangkauan, luas 
wilayah dan jumlah penduduk. Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa 
Proporsional (ADDP) sebesar 10 % 
f. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka 
kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa (yang 
selanjutnya dalam pedoman ini disebut “Bagian Formula”), dengan bobot sebagai 
berikut : 
- 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk; 
- 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk miskin; 
- 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan 
- 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis. 
6. Menghitung Aloaksi Dana Desa setiap Desa se Kabupaten Enrekang dengan urutan 
sebagai berikut : 
5) Menghitung variabel pembagi alokasi sebagai berikut: 
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a) Alokasi Dana Desa Minimal ( ADDM) , dengan rumus: 
 ADDM = 90 % x Pagu ADD Kab. Enrekang 
b) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), dengan rumus: 
  ADDP = 10 % x Pagu ADD Kab. Enrekang 
6) Menghitung bagian ADDM setiap Desa dengan rumus : 
𝑨𝑫𝑫𝑴 =  
𝑷𝒂𝒈𝒖 𝑨𝒍𝒐𝒌𝒂𝒔𝒊 𝑫𝒂𝒔𝒂𝒓 
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑫𝒆𝒔𝒂 𝒔𝒆 𝑲𝒂𝒃. 𝑬𝒏𝒓𝒆𝒌𝒂𝒏𝒈 
 
 
7) Menghitung bagian ADDP setiap Desa dengan urutan sebagai berikut: 
k) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP)  dengan rumus: 
 
𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑱𝑷 =  
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒏𝒅𝒖𝒅𝒖𝒌 𝒅𝒆𝒔𝒂
𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒏𝒅𝒖𝒅𝒖𝒌 𝒌𝒂𝒃𝒖𝒑𝒂𝒕𝒆𝒏 𝑬𝒏𝒓𝒆𝒌𝒂𝒏𝒈
 
 
l) Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) dengan rumus: 
𝑩𝒐𝒃𝒐𝒕 𝑱𝑷 =  𝟐𝟓% 𝒙 𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑱𝑷 
 
m) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM)  dengan rumus: 
 
𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑱𝑷𝑴 =  
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒏𝒅𝒖𝒅𝒖𝒌 𝒎𝒊𝒔𝒌𝒊𝒏 𝒅𝒆𝒔𝒂
𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒏𝒅𝒖𝒅𝒖𝒌 𝒎𝒊𝒔𝒌𝒊𝒏 𝒌𝒂𝒃𝒖𝒑𝒂𝒕𝒆𝒏 𝑬𝒏𝒓𝒆𝒌𝒂𝒏𝒈
 
 
n) Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) dengan rumus: 
 
𝑩𝒐𝒃𝒐𝒕 𝑱𝑷𝑴 =  𝟑𝟓% 𝒙 𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑱𝑷𝑴 
 
o) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW) dengan rumus: 
𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑳𝑾 =  
𝒍𝒖𝒂𝒔 𝒘𝒊𝒍𝒂𝒚𝒂𝒉 𝒅𝒆𝒔𝒂
𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒍𝒖𝒂𝒔 𝒘𝒊𝒍𝒂𝒚𝒂𝒉 𝑲𝒂𝒃 𝑬𝒏𝒓𝒆𝒌𝒂𝒏𝒈
 
 
p) Bobot luas wilayah desa (Bobot LW)  dengan rumus: 
𝑩𝒐𝒃𝒐𝒕 𝑳𝑾 =  𝟏𝟎% 𝒙 𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑳𝑾 
 
q) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) dengan rumus: 
𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑰𝑲𝑮 =  
𝑰𝑲𝑮
𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑰𝑲𝑮 𝑫𝒆𝒔𝒂 𝑲𝒂𝒃. 𝑬𝒏𝒓𝒆𝒌𝒂𝒏𝒈
 
 
r) Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG) dengan rumus: 




s) Total bobot  dengan rumus: 
Total Bobot = Bobot JP + Bobot JPM + Bobot LW + Bobot IKG 
t) Bagian ADDP dengan rumus: 
𝑨𝑫𝑫𝑷 =  𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒐𝒃𝒐𝒕 𝒙 𝑷𝒂𝒈𝒖 𝑩𝒂𝒈𝒊𝒂𝒏 𝑨𝑫𝑫𝑷 
 
8) Menghitung Aloaksi Dana Desa setiap Desa dengan rumus: 
Alokasi Dana Desa (ADD) = ADDM (alokasi Dasar) + ADDP (Alokasi Formula) 
9) Penetapan Pagu Anggaran Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati setiap Tahun  
 
C. PENGGUNAAN ADD 
 Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa 
sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana Desa. 
Adapun penggunaan ADD terdiri atas : 
(3) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan pembiayaannya bersumber dari ADD dalam 
APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana Desa  
(4) Penggunaan alokasi dana desa terdiri dari : 
7. Belanja wajib / tunjangan ( Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa 
serta Tunjangan Kepala Desa dan sekretaris Desa Non PNS 
8. Belanja operasional pemerintah desa dan BPD 
9. Belanja Insentif RT/RW 
10. Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa 
11. Belanja Pembangunan Desa  
12. Belanja Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan Kapasitas Kepala desa 
dan perangkat Desa serta Pembinaan kemasyarakatan desa 
 
 
D. PROSEDUR PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
Dalam rangka efektifitas pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD 
Kabupaten Enrekang yang dianggarkan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah 
(DPKAD) Kab. Enrekang maka disesuaikan dengan mekanisme Penyaluran dana Desa yang 
bersumber dari APBN sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan Bupati Enrekang 
tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa Kabupaten Enrekang.  
Adapun persyaratan pencairan sebagai berikut: 
2. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati c.q Kapala BPMPD 
setelah disetujui oleh camat dengan melampirkan : 
g. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 
berjalan yang dilampiri dengan Berita Acara Musyawarah Desa 
h. RPJMDes dan RKPDes Tahun berjalan 
i. Surat pernyataan tanggungjawab  
j. Pakta integritas     
k. Foto Copy Rekening Desa  
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l. Laporan pertanggungjajwaban Tahap sebelumnya 
2. BPMPD akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala 
Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah ( DPKAD ) sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
 
E. PELAPORAN PENGGUNAAN ADD 
(1) Pertanggung jawaban ADD terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDesa 
sehingga bentuk pertanggung jawabannya adalah pertanggung jawaban APBDesa  
(2)     Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD, adalah sebagi 
berikut : 
a. laporan semester, memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja 
disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli; dan 
b. laporan akhir tahun penggunaan ADD memuat, pelaksanaan kegiatan, masalah 
yang dihadapi dan penyelesaiannya, disampaikan paling lambat minggu 
keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.  
(3)      Laporan penggunaan dana tersebut disampaikan kepada Camat dan selanjutnya 
dilaporkan kepada Bupati melalui BPMPD Kab.Enrekang sebagai dasar untuk 
melakukan penyaluran dana. 
(4)    Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana 
dimaksud, maka Bupati dapat menunda penyaluran dana. 
(4)  Format pelaporan ADD sesuai dengan format terlampir 
 
F. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
1. Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan 
Alokasi dana Desa (ADD) meliputi : 
e. Memberikan pedoman dan bimbingan ADD  
f. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa 
yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan 
pertanggung jawaban APBDesa 
g. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset 
desa. 
h. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa  
2. Pembinaan dan pengawasan camat dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi dana 
Desa (ADD) meliputi meliputi : 
e. Memfasilitasi administrasi keuangan desa. 
f. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa 
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g. Memfasilitasi pelaksanaan ADD 
h. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, 
dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa. 
 
IV. PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN 
 Ketentuan mengenai tata cara dan Penggunaan Dana Desa akan diatur  tersendiri dengan 
Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pertanggungjawabannya terintegrasi 
dalam APBDes  
 
V. PENUTUP 
Demikian Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ini disusun sebagai acuan bagi Pemerintah Desa 
dalam melaksanakan kegiatan 
 
Ditetapkan di Enrekang  
pada tanggal, 21 Mei 2015 
BUPATI ENREKANG, 
 
           ttd 
 
MUSLIMIN BANDO 
Diundangkan di Enrekang, 
pada tanggal,21 Mei 2015 
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN ENREKANG, 
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